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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak H}ad}a>nah   
Anak di Bawah Umur Kepada Ayahnya Berdasarkan Perjanjian Pra-Nikah Studi 
Penetapan Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl” yakni penelitian pustaka yang 
bertujuan agar terjawabnya pertanyaan mengenai Bagaimana pertimbangan 
hakim terhadap penetapan Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl mengenai hak 
h}ad}a>nah anak di bawah umur yang jatuh pada ayah berdasarkan perjanjian pra-
nikah? Dan Bagaimana Analisis Yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim 
pada penetapan sengketa Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl mengenai hak 
h}ad}a>nah anak di bawah umur yang jatuh pada ayah berdasarkan perjanjian pra-
nikah? 
Dalam mengumpulkan data penelitian, teknik yang digunakan yakni 
dengan memperoleh data secara dokumentasi yang bersumber dari beberapa data 
dengan mencari penetapan Pengadilan Agama Kendal, yakni penetapan Nomor 
0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl. Selanjutnya dengan cara menduplikasi data tersebut, 
lalu berdasarkan data yang sudah didapat agar segera dianalisis menggunakan 
metode deskriptif serta dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan dari 
keadaan bersifat umum kepada keadaan bersifat khusus. 
Berlandaskan dari hasil penelitian ini, menemukan fakta bahwasannya 
pada sengketa Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl mengenai penetapan hak 
h}ad}a>nah   anak yang jatuh kepada ayahnya berdasarkan perjanjian pra-nikah. 
Majelis Hakim telah memutuskan suami selaku ayahnya berhak memperoleh 
tanggung jawab hak h}ad}a>nah yang diakibatkan oleh perceraian, setelah Majelis 
Hakim mendapatkan fakta hukum berupa alat bukti akta perjanjian perkawinan 
dari suami atau ayah dari anak tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa fikih 
dan Kompilasi Hukum Islam itu memberikan hak h}ad}a>nah anak yang belum 
sampai pada mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun kepada ibunya. 
Namun pada penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 
0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl. bahwa hak h}ad}a>nah anak diserahkan kepada ayahnya 
berdasarkan perjanjian pra-nikah atau perjanjian perkawinan. Maka yang lebih 
diutamakan dalam hal ini adalah siapa yang lebih berhak guna menciptakan 
kemaslahatan dan keadilan bersama. 
Berlandaskan penjelasan di atas, saran yang perlu disampaikan adalah 
ketika terjadi perebutan hak asuh anak pasca perceraian hendaknya diselesaikan 
secara kekeluargaan lebih dahulu. Terlebih lagi mengenai perjanjian perkawinan 
yang di dalamnya tercantum seseorang yang berhak untuk melaksanakan 
pengasuhan anak ketika terjadi perceraian. Bila tidak memungkinkan untuk itu 
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A. Latar Belakang 
Perjanjian Perkawinan yaitu perjanjian yang dilakukan sebelum 
perkawinan atau sesudah perkawinan kedua calon suami dan calon istri yang 
dalam perjanjiannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan 
hukum positif Indonesia. Sehingga perjanjian perkawinan itu boleh diadakan 
atau ditiadakan berlandaskan kesepakatan mempelai sampai perkawinan itu 
dilaksanakan.1  
Perkawinan adalah bagian dari sunnah rasul yang berlaku meliputi 
semua makhluk Allah SWT, seperti halnya pada manusia begitu juga pada 
hewan dan flora. Perkawinan ialah jalan yang ditunjuk agar menjadi 
pedoman untuk insan guna mempertahankan keturunannya ketika mereka 
sebagai pasangan telah siap untuk melaksanakan peranannya yang baik 
dalam mewujudkan saki>nah, mawaddah, warah}mah.2 Mayarakat muslim 
memiliki cara hidup sebagaimana yang termaktub pada Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan ialah sebuah 
pertautan lelaki dan wanita sebagai rumah tangga atau suami istri atas 
tujuan guna mendirikan keluarga yang sejahtera serta mendapatkan ridho 
dari Allah SWT. Hal ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. 
                                                          
1 Kompilasi Hukum Islam pasal 47 ayat (1) Tentang Perjanjian Perkawinan. 
2 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7. 
 

































Tujuan pernikahan dalam agama Islam yakni untuk melaksanakan 
kewajiban untuk taat pada perintah Allah SWT dalam maksud ibadah dan di 
sisi lain juga berharap ridho Allah SWT agar terciptanya keluarga yang 
saki>nah, mawaddah, warah}mah serta guna melestarikan keturunan. Dalam 
Islam, pernikahan bukanlah hal yang sepele yang dapat dilakukan oleh setiap 
individu karena dalam pernikahan ada hubungan keperdataan yang akan 
melekat antara suami istri serta hubungan keluarga antara keduanya akan 
saling berkaitan, di sisi lain juga pernikahan harus mempertimbangkan 
antara psikis dan emosional, banyak kalangan masyarakat dengan mudahnya 
melakukan pernikahan dini yang mengakibatkan kerugian jika pernikahan 
tersebut berujung dengan perceraian. 
Pada dasarnya peceraian yaitu suatu keadaan yang diperbolehkan 
agama Islam. Akan tetapi, perkawinan harusnya menjadi komitmen untuk 
selamanya dan kekal. Namun dalam sebuah hubungan perkawinan terkadang 
muncul rintangan yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak berhasil 
terlaksana. Adapun perceraian bisa dimohonkan oleh satu pihak atau kedua 
belah pihak. Perceraian adalah keadaan yang dibenci oleh agama Islam meski 
tidak dilarang dan diperkenankan, bila sudah tidak ada langkah lain yang 
dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.3 
Berbagai permasalahan timbul akibat terjadinya perceraian, masalah 
yang sering terjadi salah satunya ialah masalah harta bersama dan masalah 
hak asuh anak termasuk mengenai hal ekonomi yang nantinya akan 
                                                          
3 Dahwadin, Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 
2018), 84. 
 

































mendanai anak tersebut. Jika kita berbicara mengenai hak asuh anak setelah 
putusnya perkawinan dalam bahasa Arab disebut h}ad}a>nah, pada konteks 
Islam hak asuh anak akan jatuh dan tanggung jawab dari pihak yang terkait 
yakni antara suami dan istri yang bercerai, sebab anak ialah titipan Allah 
SWT yang wajib dirawat, apabila tidak melaksanakan semua itu dengan baik 
maka laknat Allah SWT akan menghukum pihak yang terkait. 
Anak atau buah hati merupakan setiap manusia yang belum mencapai 
umur 18 tahun dan masih lajang, tergolong anak yang berada dalam 
kandungan jika keadaan yang dimaksud ialah guna kepentingannya.4 Namun, 
berlandaskan Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud buah hati individu 
yang belum berumur 21 tahun dan masih lajang serta karena belum sanggup 
tanpa bergantung. Dari sisi kenegaraan anak diibaratkan emas negara yang 
menjadi aset negara di masa depan dan yang akan membangun serta 
memperbaiki negara ini dan meneruskan perjuangan bangsa ini, sehingga 
anak berhak untuk kelangsungan hidupnya, pertumbuhan dan 
perkembangannya, serta mendapat proteksi dari tindak kekerasan dan 
diskriminasi, juga mendapat hak sipil dan kebebasan. 
Perihal orangtua yang berkewajiban dan bertanggung jawab pada anak, 
sebagaimana terdapat pada pasal 26 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak: “Orangtua berkewajiban dan 
                                                          
4 Yana Suryana, Tinjauna Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak (Sleman: Grup Penerbitan 
CV Budi Utama, 2018), 13. 
 

































bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi 
anak”.5 
Berlandaskan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a), yang 
menuturkan bahwa dalam keadaan terjadi putusnya perkawinan, pengasuhan 
anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai 12 tahun yakni wewenang 
ibunya.6 Lalu dalam pasal 156 huruf (a) konsekuensi putusnya perkawinan 
yang disebabkan perceraian yakni anak yang belum mumayyiz berwenang 
memperoleh h}ad}a>nah kepada ibunya. Dari uraian di atas poin penting dari 
pasal dan kebutuhan anak maka peranan ibu pada anak sangatlah penting dan 
bahkan bisa dikatakan vital, kemudian juga dapat ditarik kesimpulan dari 
uraian atau argumen di atas maka yang berhak mengasuh anak yang masih 
kecil jatuh kepada ibunya. 
Berlandaskan dari penjelasan di atas, anak yang berada di bawah umur 
atau belum mumayyiz jatuh ke asuhan ibunya, tapi demikian ini berbeda 
dengan yang terjadi pada Pengadilan Agama di berbagai daerah. Berbagai 
pihak yang mengajukan sengketa hak h}ad}a>nah setelah terjadinya perceraian, 
begitupun anak juga termasuk hak bersama antara suami istri, sama halnya 
dengan harta bersama dan banyak ayah yang merasa ikatan batinnya dengan 
anak sangat erat maka dari itu banyak problematika yang terjadi mengenai 
hak asuh anak. 
Dalam keadaan ini contoh permasalahan gugatan hak asuh anak yang 
mulanya telah mengadakan perjanjian pranikah yang di dalamnya tercantum 
                                                          
5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 huruf (a) Tentang Perlindungan Anak. 
6 Kompilasi Hukum Islam pasal 105 Tentang Pemeliharaan Anak. 
 

































kesepakatan pengasuhan, bilamana mereka bercerai maka hak asuh anak 
menjadi milik penggugat, yang diajukan oleh penggugat dengan nama 
samaran Dodi kepada mantan istrinya sebagai tergugat dengan nama 
samaran Anisa. Dengan penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 
0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl pada almanak 4 Juli 2017, penetapan ini jatuh 
setelah penetapan perceraian sebagaimana dalam kutipan akta cerai Nomor 
1142/AC/2015/PA/Kdl almanak 8 Juni 2015, dengan menjatuhkan wewenang 
asuh anaknya yang berada di bawah usia kepada ayahnya atau disebut 
sebagai penggugat. Penggugat mengajukan hak asuh karena tergugat sebagai 
ibunya telah membawa anaknya yang sedang berada dalam asuhan 
penggugat karena kesepakatan yang telah mereka buat, namun tergugat telah 
melakukan pelanggaran perjanjian tersebut dengan mengambil anak tersebut 
tanpa sepengetahuan penggugat. Faktanya penggugat sampai sekarang 
belum mengetahui keberadaan tergugat dan anaknya sehingga penggugat 
ingin mengajukan gugatan kepada istrinya melalui Pengadilan Agama 
Kendal dengan mendatangkan beberapa saksi dan melampirkan beberapa 
bukti yang salah satunya berupa surat penyataan hak asuh kepada penggugat 
yang telah ditandatangani kedua pihak antara penggugat dan tergugat. Di 
sisi lain penggugat juga telah mengatakan sanggup untuk mendanai 
pendidikan anaknya agar mempunyai masa depan yang lebih baik.  
Kemudian, dari pada itu bagaimana suatu Majelis Hakim yang 
menangani sengketa hak h}ad}a>nah sehingga keluar penetapan mengenai hal 
tersebut, jika anak yang diperebutkan merupakan anak yang masih di bawah 
 

































umur tidak jatuh kepada ibu, akan tetapi kepada ayah. Tentunya Majelis 
Hakim mempunyai banyak pertimbangan yang sangat rumit terhadap 
penetapan tersebut. Ini adalah suatu hal yang menarik apabila hal ini dikaji 
dan diteliti mengenai penetapan hakim, dasar hukum, serta alasan-alasan lain 
dalam penetapan Majelis Hakim. Hal inilah yang menjadikan peneliti 
tertarik untuk mengkaji dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan 
Hak H}ad}a>nah Anak Di Bawah Umur Kepada Ayahnya Berdasarkan 
Perjanjian Pra-Nikah”. 
B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah 
Berikut identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang akan 
diterapkan dalam penelitian ini: 
1. Argumen hukum hakim dalam menetapkan hak h}ad}a>nah anak di bawah 
umur yang jatuh pada ayahnya karena perjanjian pra-nikah yang 
bertolakbelakang dari peraturan undang-undang yang ada. 
2. Alasan penetapan hak asuh anak pada ibu menurut hukum positif dan 
hukum Islam. 
3. Penetapan hakim terhadap h}ad}a>nah anak di bawah umur yang jatuh 
pada ayahnya berlandaskan perjanjian pra-nikah pada penetapan 
Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl. 
4. Analisis yuridis terhadap penetapan h}ad}a>nah anak di bawah umur yang 
jatuh pada ayahnya berlandaskan perjanjian pra-nikah dalam penetapan 
sengketa Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl. 
 

































5. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam 
penetapan sengketa Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl. 
C. Rumusan Masalah 
Beberapa yang ingin peneliti kaji mengenai penetapan hakim terhadap 
h}ad}a>nah buah hati yang belum mumayyiz yang jatuh pada ayah 
berlandaskan perjanjian pra-nikah, rumusan masalahnya sebagai berikut: 
1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan Nomor 
0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl mengenai wewenang h}ad}a>nah anak di bawah 
umur yang jatuh pada ayah berdasarkan perjanjian pra-nikah ? 
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim 
dalam penetapan sengketa Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl mengenai 
wewenang h}ad}a>nah anak di bawah umur yang jatuh pada ayah 
berdasarkan perjanjian pra-nikah ?  
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian 
yang telah dilakukan dalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti. 
Sehingga dapat dikatakan dengan jelas, penelitian yang bakal diteliti bukan 
penjiplakan dari penelitian yang sudah ada.7 Dalam keadaan ini menemukan 
sejumlah penelitian yang berhubungan dengan h}ad}a>nah anak di bawah umur 
pada ayahnya: 
                                                          
7 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi (UIN Sunan 
Ampel, Surabaya, 2018). 
 

































1. Skripsi oleh Nova Andriani pada Tahun 2011 program studi Ahwal 
Syakhsiyah. Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. Skripsi dengan tema “Penetapan Hak Hadhanah 
Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayiz (Analisis Putusan 
Pengadilan Agama Jakarta Barat Sengketa Nomor 
228/Pdt.G/2009/PA.JB)”. Berisi mengenai pertimbangan hakim 
mengenai h}ad}a>nah  anak di bawah umur yang jatuh pada ayah 
berlandaskan maslahah al-mursalah yakni segi kemaslahatan anak 
beserta pertimbangan hakim dari segi yuridis, normatif, sosiologis dan 
psikologis yang merujuk kepada kepentingan anak dan kecakapan 
sebagai pemegang h}ad}a>nah anak. Perserupaan penelitian ini dengan 
penelitian yang bakal peneliti kaji yaitu menganalisis penetapan 
penetapan wewenang h}ad}a>nah anak yang belum mumayyiz jatuh pada 
bapaknya berlandaskan fikih dan hukum positif di Indonesia. Lalu 
perbedaannya, terletak pada analisisnya yakni pada penelitian 
sebelumnya merujuk pada pertimbangan hakim dari segi yuridis, 
normatif, sosiologis dan psikologis anak, sedangkan pada penelitian ini 
merujuk pada bukti perjanjian pra-nikah suami dan istri.8 
2. Skripsi oleh Anggun Retno Wardani Tahun 2016 program studi Ahwal 
Syakhsiyah. Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah IAIN Purwokerto. Skripsi 
dengan judul “Penetapan Hadanah Anak Yang Belum Mumayiz 
                                                          
8 Nova Andriani “Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz Analisis 
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Sengketa Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB” (Skripsi--
UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 77. 
 

































Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto 
Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt)”. Berisi mengenai pertimbangan 
hakim berlandaskan kemaslahatan yakni keadaan dan tanggung jawab 
ayah untuk melakukan h}ad}a>nah terhadap anak-anaknya lebih baik 
dibandingkan  dengan keadaan dan tanggung jawab ibunya. Kemudian 
hakim memutus sengketa ini dengan metode ijtihad yakni 
berlandaskan kaidah fikih, berupa mengambil manfaat dan menolak 
mudarat. Perserupaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 
peneliti kaji yakni menganalisis penetapan penetapan wewenang 
h}ad}a>nah buah hati yang belum mumayyiz jatuh kepada bapaknya 
berlandaskan fikih dan hukum positif di Indonesia. Lalu perbedaannya 
terletak pada analisisnya yakni pada penelitian sebelumnya merujuk 
pada pertimbangan hakim yang berdasar pada kemaslahatan dengan 
kaidah fikih, sedangkan pada penelitian ini merujuk pada bukti 
perjanjian pra-nikah suami dan istri.9 
3. Skripsi oleh Dodi Sahrian Tahun 2017, Jurusan Ahwal Syakhsiyah 
IAIN Raden Intan Lampung. Skripsi dengan judul “Penyelesaian 
Sengketa Hadhanah Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang 
(Analisis Penetapan Nomor 0718/PDT.G/2012/PA.TNK)”. Berisi 
mengenai pertimbangan hakim berlandaskan faktor psikologis dan 
moral anak yang harus dilindungi agar masa depan anak terjaga beserta 
                                                          
9 Anggun Retno Wardani “Penetapan Hadanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah 
Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt” (Skripsi--
IAIN Purwokerto, 2016), 86. 
 

































pertimbangan hakim berlandaskan hukum positif di Indonesia yakni: al 
Baqoroh ayat 223, pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975, dan mengesampingkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebab 
ibunya terindikasi melakukan perselingkuhan. Perserupaan penelitian 
ini dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu menganalisis 
penetapan penetapan wewenang h}ad}a>nah buah hati yang belum 
mumayyiz yang jatuh kepada bapaknya. Lalu perbedaannya terletak 
pada analisisnya yakni pada penelitian sebelumnya merujuk pada 
pertimbangan hakim yang berdasar pada fakta perilaku buruk ibunya, 
sedangkan pada penelitian ini merujuk kepada bukti perjanjian pra-
nikah suami dan istri di samping perilaku buruk ibunya.10 
4. Skripsi oleh Erica Ferdiyana Tahun 2019, program studi Ahwal 
Syakhsiyah IAIN Curup. Skripsi dengan judul “Hak Hadhanah Anak 
Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 
Kompilasi Hukum Islam”. Berisi mengenai anak menjadi kewajiban 
ibunya untuk dirawat dan dididik sedangkan untuk dana pemeliharaan 
tetap ditanggung ayahnya hingga ia dewasa. Kemudian Pasal 1 ayat 1 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014  mengenai perlindungan anak 
menjadi dasar di kesampingkannya kandungan pasal 105 huruf (a) 
Kompilasi Hukum Islam mengenai pemeliharaan anak yang belum 
mumayyiz jatuh kepada ibunya, Sehingga dapat menjadi dasar hakim 
                                                          
10 Dodi Sahrian “Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung 
Karang Analisis Putusan Nomor 0718/PDT.G/2012/PA.TNK” (Skripsi--IAIN Raden Intan, 
Lampung, 2017), 75. 
 

































dalam penetapan h}ad}a>nah yang jatuh kepada ayahnya. Perserupaan 
penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada 
ruang lingkup dan landasan teori yang berupa wewenang h}ad}a>nah yang 
jatuh pada bapaknya. Lalu perbedaannya terletak pada analisisnya 
yakni pada penelitian sebelumnya hanya merujuk kepada landasan 
teori, sedangkan pada penelitian ini merujuk kepada kasus penetapan 
h}ad}a>nah kepada ayahnya berlandaskan bukti perjanjian pra-nikah 
suami.11 
5. Skripsi oleh Faridatul Lailia Tahun 2015, Jurusan Ahwal Syakhsiyah 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi dengan tema 
“Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengasuhan Anak (Hadhanah) 
Yang Belum Mumayyiz Di Bawah Asuhan Ayah (Studi Sengketa 
Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”. Berisi mengenai pertimbangan 
hakim dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
mengenai perlindungan anak yaitu memutuskan sesuai kepentingan 
yang terbaik untuk buah hati disertai Yurispudensi Nomor 110 
K/2007AG dalam sengketa h}ad}a>nah dan Hakim lebih menjadikan 
fakta-fakta di persidangan dan yang menjadi Sumber adalah kifa>yatul 
akhya>r sebagai dasar untuk memutus sengketa h}ad}a>nah. Perserupaan 
penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu 
menganalisis penetapan penetapan wewenang h}ad}a>nah buah hati yang 
                                                          
11 Erica Ferdiyana “Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung 
Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi--IAIN Curup, 2019), 79. 
 
 

































belum mumayyiz jatuh pada ayahnya. Lalu perbedaannya terletak pada 
analisisnya yakni pada penelitian sebelumnya merujuk pada 
pertimbangan Hakim yang berdasar pada fakta-fakta di persidangan 
dengan sumber kifa>yatul akhya>r, sedangkan pada penelitian ini 
merujuk kepada bukti perjanjian pra-nikah suami dan istri.12 
Dari beberapa judul skripsi di atas yang pada intinya ada perserupaan 
yaitu bahwa para peneliti sudah banyak yang mengkaji mengenai masalah 
wewenang h}ad}a>nah anak belum mumayyiz yang jatuh pada bapaknya. 
Lalu perbedaannya yakni berupa masalah yang umum karena yang 
menjadi pertimbangan adalah masa depan anak sehingga lebih 
mengunggulkan kepada ayah dibanding kepada ibu serta perilaku buruk ibu 
yang menimbulkan kekhawatiran pada ayah dari anak, sedangkan pada 
penelitian ini lebih merujuk kepada pembahasan perjanjian pra-nikah yang 
menjadi sebab penetapan hak asuh anak.  
E. Tujuan Penelitian 
Beberapa yang ingin peneliti kaji mengenai penetapan hakim terhadap 
h}ad}a>nah buah hati yang belum mumayyiz yang jatuh pada ayah 
berlandaskan perjanjian pra-nikah, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Mendeskripsikan pertimbangan hakim terhadap penetapan Nomor 
0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl mengenai h}ad}a>nah anak di bawah umur yang 
jatuh pada ayah berdasarkan perjanjian pra-nikah. 
                                                          
12 Faridatul Lailia “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (Hadhanah) Yang 
Belum Mumayyiz Di Bawah Asuhan Ayah Studi Sengketa Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg” 
(Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015), 89. 
 

































2. Menganalisis secara yuridis terhadap argumen hukum hakim dalam 
penetapan sengketa Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl mengenai 
h}ad}a>nah anak di bawah umur yang jatuh pada ayah berdasarkan 
perjanjian pra-nikah. 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Hasil dari penelitian yang ditulis pada skripsi ini diharapkan mampu 
menghasilkan manfaat dari segi Aspek Teoritis, yakni hasil dari penelitian 
ini bisa menghaturkan kontribusi pemikiran bagi khazanah keilmuwan, 
terutama untuk ilmu Hukum Keluarga Islam dalam kajian h}ad}a>nah buah hati 
di bawah umur pada ayahnya sehingga dapat menjadi kajian pustaka yang 
digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
G. Definisi Operasional 
Agar lebih mudah dalam memahami pembahasan yang disajikan, maka 
peneliti di sini menjelaskan beberapa kalimat kunci yang seringkali dipakai 
dan sangat erat kaitannya dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut: 
1. Analisis Yuridis menurut Kamus Pintar Bahasa Indonesia, maksud dari 
analisis adalah penyelidikan yang digunakan untuk suatu peristiwa agar 
dapat diketahui keadaan yang sebenarnya alasan dari peristiwa 
tersebut.13 Sedangkan kata yuridis yaitu berarti menurut hukum atau 
secara hukum.14 Lalu berlandaskan definisi dalam penelitian ini yakni 
penyelidikan peristiwa atas jatuhnya h}ad}a>nah buah hati yang kurang 
                                                          
13 Hamzah Ahmad, Kamus Pintar Bahasa Indonesia (Surabaya: Fajar Mulya, 1996). 21. 
14 Ibid., 415. 
 

































lebih empat tahun yang jatuh kepada penggugat selaku ayahnya karena 
alat bukti berupa perjanjian pra-nikah berlandaskan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.  
2. Penetapan h}ad}a>nah anak yang belum mumayyiz, maksud dari kata 
h}ad}a>nah, ialah pemeliharaan anak yang belum mencapai dewasa setelah 
terjadinya perpisahan antara suami dan istri atau perceraian, h}ad}a>nah  
meliputi beberapa hal, di antaranya berlandaskan siapa paling berhak 
pada perawatan buah hati dan siapa yang bertanggung jawab atas dana 
perawatan buah hati sampai sanggup bertanggung jawab atas dirinya 
sendiri.15 Penetapan Hakim, merupakan vonis dari hakim di dalam 
persidangan, yang menentukan kemaslahatan di antara kedua pihak yang 
bersengketa.16 Buah hati yang belum mumayyiz merupakan buah hati 
yang umurnya belum menggapai umur 12 tahun berlandaskan pasal 105 
huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengenai pemeliharaan anak.17 
Sedangkan berlandaskan definisi dalam penelitian ini yakni suatu vonis 
atau keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang berisi 
mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak yang berusia kurang 
lebih empat tahun kepada penggugat selaku ayah, untuk diberikan 
wewenangnya. 
                                                          
15 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan (Kencana: Prenada Media, 2006), 327-328. 
16 Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum (Jakarta: Pustaka 
Kartini, 1998), 83. 
17 Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Anak 
 

































3. Perjanjian Pra-nikah merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis 
antara calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. Perjanjian 
pra-nikah jadi semacam jaminan kepastian supaya tidak ada yang merasa 
dirugikan. Perjanjian itu mengatur kesepakatan-kesepakatan yang 
disetujui oleh kedua pihak serta pihak ketiga bila dibutuhkan.18 
Sedangkan berlandaskan definisi dalam penelitian ini yakni merupakan 
alat bukti persidangan yang berupa akta bawah tangan yang isinya, bila 
penggugat dan tergugat bercerai maka hak pengasuhan anak berada pada 
penggugat.  
H. Metode Penelitian 
Metode dalam sebuah penelitian adalah sebuah teknik atau dasar yang 
sangat penting, sehingga harus dijadikan pedoman untuk mendapatkan hasil 
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi diperlukan 
agar ketentuan yang akan dilaksanakan sudah sesuai secara sistematis dan 
dengan prosedur yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini 
bersifat kualitatif. Maka, untuk membuahkan penelitian yang bermutu secara 
ilmiah, peneliti mengungkapkan kaidah penelitian yang akan dipakai dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Data yang dihimpun  
Data yang dikumpulkan ialah data mengenai penetapan Pengadilan 
Agama Kendal Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl yang meliputi 
                                                          
18 Aditya P. Manjorang, The Law Of Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian 
di Indonesia (Jakarta: Visimedia, 2015), 32. 
 

































kronologi penetapan h}ad}a>nah buah hati yang berusia kurang lebih empat 
tahun kepada ayahnya serta beberapa hukum yang berlaku di antaranya, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam. 
2. Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat 
utama yakni, penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 
0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl. 
b. Data Sekunder 
Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang 
yang memberikan penjelasan atas sumber data primer yakni, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak 
dan Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian pra-nikah dan 
pemeliharaan anak serta buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan 
dengan perjanjian pra-nikah dan pemeliharaan anak. 
3. Teknik Penghimpunan Data 
Cara yang digunakan dalam pengumpulan data di sini, 
Dokumentasi yakni dengan cara memperoleh data yang bersumber dari 
data sekunder yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam serta buku-
 

































buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan, lalu mencari penetapan 
Pengadilan Agama Kendal, yakni penetapan Nomor 
0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl, dengan menduplikasi data tersebut lalu 
dianalisis oleh peneliti. 
4. Teknik Pengolahan data 
Dalam penelitian ini, dari data-data yang telah didapat dan 
dihimpun, lalu diolah menggunakan kaidah sebagai berikut: 
a. Editing yakni dengan memverifikasi dengan tersusun fakta 
mengenai penetapan Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl selaku 
sumber data primer serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam 
dan buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan selaku sumber data 
sekunder yang telah diterima dengan menyeleksi dan memilah data 
tersebut dari berbagai sudut yakni: 
1) Kesinambungan antara yang satu dengan yang lainnya. 
2) Kemurnian. 
3) Kejelasan. 
4) Keterkaitan dengan persoalan. 
b. Organizing yakni merancang dan menata data mengenai penetapan 
Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl sehingga mendapatkan hasil yang 
bermunasabah dengan rumusan masalah. Hal ini dilaksanakan untuk 
menyusun data secara terstruktur agar mendapatkan hasil yang 
 

































bahana mengenai h}ad}a>nah anak berusia kurang lebih empat tahun 
kepada ayahnya berlandaskan perjanjian pra-nikah. 
c. Analyzing yakni menganalisis berlandaskan data-data yang 
berkaitan dengan penetapan Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl yang 
telah dikumpulkan serta yang telah ditata sedemikian rupa sehingga 
membuahkan hasil berupa kesimpulan mengenai penelitian ini yang 
bersifat khusus. 
5. Teknis Analisis Data 
Teknis analisis yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 
adalah: 
a. Teknik deskriptif analisis, ialah kaidah analisis dengan menjabarkan 
secara tersetruktur seluruh kenyataan aktual mengenai penetapan 
hak pengasuhan buah hati yang berusia kurang lebih empat tahun 
kepada ayahnya, lalu dianalisis dan diraih konklusi dari Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014, Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku atau jurnal-jurnal 
yang berkaitan dengan penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 
0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl, lalu ditarik kesimpulan yang khusus 
berlandaskan penetapan tersebut. Prosedur analisis data dengan 
metode deskriptif dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dari 
awal sampai akhir penelitian. Sehingga pada penelitian ini hanya 
ditekankan pada awal penelitian yakni pengumpulan data dan pada 
 

































akhir penelitian yakni analisis berlandaskan data yang telah 
dikumpulkan di awal.19 
b. Pola pikir Deduktif, merupakan kaidah berifikir guna mendapatkan 
keadaan yang bersifat khusus, yakni dengan mengambil pernyataan 
yang bersifat umum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam 
dan buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan h}ad}a>nah 
dan perjanjian pra-nikah di Indonesia selanjutnya menarik 
kesimpulan yang bersifat khusus berlandaskan penetapan atau 
penetapan.20 
I. Sistematika Pembahasan 
Analisis yuridis terhadap penetapan h}ad}a>nah buah hati yang belum 
mumayyiz pada bapaknya penetapan Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl 
berlandaskan perjanjian pra-nikah. Sistematika penulisan penelitian ini 
terdiri dari lima bab, sebagai berikut: 
Pada bab pertama menjelaskan mengenai pendahuluan. Bab 
Pendahuluan memuat uraian mengenai; latar belakang masalah, identifikasi 
dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 
kegunaan hasil Penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan 
sistematika pembahasan. 
                                                          
19 Rasimin, Pengembangan Karakter Toleran Dalam Pembelajaran IPS Berbasis Kearifan Lokal 
Studi Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Di Kota Salatiga (Salatiga: Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Salatiga, 2020), 22. 
20Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Jakarta: 
Kencana, 2014), 18. 
 

































Pada bab kedua menjelaskan mengenai definisi secara umum mengenai 
h}ad}a>nah, dasar hukumnya, syarat-syaratnya dan masa pemeliharaan anak 
berlandaskan hukum Islam dan menurut hukum positif di Indonesia serta 
perjanjian pra-nikah dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. 
Pada bab ketiga yakni menjelaskan mengenai profil Peradilan Agama 
Kendal dan deskripsi penetapan Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl. 
Pada bab keempat yakni menjelaskan mengenai analisis peneliti yaitu, 
pertimbangan majelis hakim Peradilan Agama Kendal yang menyerahkan 
wewenang h}ad}a>nah  anak di bawah umur yang jatuh pada ayahnya dalam 
penetapan Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl, serta penjelasan mengenai 
wewenang h}ad}a>nah  anak dalam peraturan hukum positif. 
Pada bab kelima berisi akhiran yang memuat konklusi dan dilanjutkan 
dengan saran yang elok terhadap penelitian ini dan penelitian yang akan 







































H}AD}A>NAH  DAN PERJANJIAN PRA-NIKAH BERDASARKAN HUKUM 
POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM 
A. H}ad}a>nah  
H}ad}a>nah merupakan suatu keharusan untuk dipenuhi dari setiap 
pasangan yang mempunyai buah hati sejak dilangsungkannya perkawinan, 
tentu saja sampai buah hati tersebut dapat memikul tanggung jawabnya 
sendiri. Berikut penjelasannya:  
1. Pengertian H}ad}a>nah   
H}ad}a>nah secara bahasa yakni al-janbu yang memiliki arti erat atau 
dekat. Sedangkan secara istilah yakni, melaksanakan pemeliharaan pada 
anak, baik anak tersebut laki-laki ataupun perempuan yang masih belum 
berusia dewasa dan belum bisa bertanggung jawab sendiri, melindungi 
keperluan anak dan melindungi segala sesuatu yang bisa membahayakan 
dirinya, memberikan pendidikan rohani serta jasmani dan juga bagi 
akalnya agar anak itu bisa berkembang dan mengatasi segala bentuk 
persoalan pada kehidupannya yang nanti dihadapi ketika ia beranjak 
dewasa. 
Pengertian di atas sesuai dengan argumen yang dinyatakan oleh 
Sayyid Sabiq mengenai h}ad}a>nah yaitu, merawat anak yang belum 
berusia dewasa baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan, ataupun 
anak yang sudah telah beranjak dewasa tetapi belum mumayyiz tanpa 
sangkutpaut siapapun, melindungi dari apapun yang dapat merusak dan 
 

































dapat menyakiti anak tersebut, memberikan pendidikan jasmani dan 
rohani supaya bisa mandiri dalam menghadapi hidup dan membawah 
tanggung jawabnya. 
Para ulama juga memberikan penetapan bahwa memelihara atau 
mengasuh anak itu hukumnya wajib, seperti halnya selama dalam ikatan 
perkawinan. Perintah pengasuhan anak tersebut tercantum dalam surah 
al-Baqarah ayat 233:” 
ْواَل  َن َأ ْع اُت يـُْرِض َد ِل َوا ْل ن  َوا ُُ نْيِ َد َل اِم نْيِ َك ْوَل م   ۖ   َح ِت ْن ُي َراَد َأ ْن َأ َم ِل
َة  اَع ُروِف  ۖ  الر َض ْع َم اْل ن  ِب َوتـُُه ْس ن  وَِك ُه ِرْزقـُُه وِد َل ْوُل َم ْل ى ا َل ل ُف  ۖ  َوَع َك اَل ُت
ا  َه َع ال  ُوْس ٌس ِإ ِه  ۖ  نـَْف ِد َوَل ُه ِب وٌد َل ْوُل ا َواَل َم َُ ِد َوَل ِب ٌة  َد ِل ار  َوا َض  ۖ  اَل ُت
ى  َل َك َوَع ِل ُل ذََٰ ْث َواِرِث ِم ْل اُوٍر  ۖ  ا َش ا َوَت َم ُه نـْ َراٍض ِم ْن تـَ االا َع َص ا ِف َراَد ْن َأ ِإ َف
ا  َم ِه ْي َل اَح َع َن اَل ُج اَح  ۖ  َف َن اَل ُج ْم َف دَُك ْواَل وا َأ ُع ْرِض تـَ ْس ْن َت ُُتْ َأ َرْد ْن َأ َوِإ
ُروِف  ْع َم اْل ْم ِب ُت ْي ا آتـَ ْم َم ُت ل ْم ا َس َذ ْم ِإ ُك ْي َل وا اّلل َ  ۖ  َع تـ ُق َا َوا ن  اّلل َ ِم وا َأ ُم َل  َواْع
ريٌ  ِص وَن َب ُل َم ْع  تـَ
Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan 
cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka 
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan 
oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan”.1  
 
                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Bogor: PT. Sygma Examedia 
Arkanleema, 2007), 29. 
 

































Persoalan mengenai pengasuhan anak atau dapat disebut sebagai 
h}ad}a>nah tidak memiliki kaitan dengan perwalian kepada anak, entah 
berhubungan mengenai perkawinan maupun mengenai hartanya. 
H}ad}a>nah merupakan perihal pengasuhan terhadap anak yang artinya 
memberikan pendidikan dan perlindungan, dikarenakan di saat masa 
kanak-kanak itu yang dibutuhkan adalah pengasuh. Wali anak tetap 
berada pada ayahnya kerena di dalam Islam pada dasarnya menganut 
sistem bahwa anak merupakan milik ayahnya. Berlandaskan hal ini pula 
seorang ayah juga tidak hanya berkewajiban untuk memberikan nafkah 
saja, tetapi di dalamnya juga penyusuan serta pengasuhannya. Nafkah 
h}ad}a>nah  dalam keadaan anak tersebut diasuh oleh siapapun, tetap 
menjadi kewajiban bagi seorang ayah yang sejatinya menjadi seorang 
wali dari anak tersebut. Perceraian tidak akan pernah menghapus 
kewajiban orang untuk mengasuh anaknya dan memberikan pendidikan 
hingga ia dewasa dan sanggup memikul tanggung jawabnya. Tujuan 
pengasuhan anak adalah untuk kepentingan anak, sehingga yang menjadi 
dasar dari kajian h}ad}a>nah adalah kemaslahatan bagi seorang anak yang 
terlahir tanpa memandang terhadap hak ibu ataupun hak ayah.2 
Kewajiban menafkahi anak yang masih kecil hingga ia mampu berdiri 
sendiri tak hanya selama perkawinan berlangsung saja. Tapi hal itu tetap 
berlangsung meskipun telah terjadi perceraian antara ayah dan ibu. 
 
                                                          
2 Dakwatul Candra, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Surabaya: UINSA Press, 2014), 128. 
 

































2. Dasar Hukum H}ad}a>nah   
H}ad}a>nah  tercipta akibat adanya perceraian dan telah dijelaskan 
secara rinci oleh Kompilasi Hukum Islam dan hampir semua kajiannya 
berasal dari fikih berlandaskan jumhur ulama, salah satunya Syafi’iyah 
yang terumuskan dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Merujuk 
pada kutipan yaitu: “ 
a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan h}ad}a>nah dari 
ibunya, jika ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan 
secara berurutan: 
1) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu. 
2) Ayah. 
3) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ayah. 
4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. 
5) Wanita-wanita kerabat menurut garis kesamping dari ibu. 
6) Wanita-wanita kerabat menurut garis kesamping dari ayah. 
b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih h}ad}a>nah ayah atau 
ibunya. 
c. Apabila pemegang h}ad}a>nah tidak dapat menjamin keselamatan anak, 
maka dapat dipindahkan haknya kepada keluarga lain yang punya hak 
h}ad}a>nah juga. 
d. Semua nafkah h}ad}a>nah menjadi tanggung jawab ayah menurut 
kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak berusia 21 tahun. 
 

































e. Apabila terjadi perselisihan mengenai h}ad}a>nah dan biaya anak, agar 
Pengadilan Agama memberikan penetapannya. 
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 
menetapkan jumlah nafkah untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-
anak yang turut padanya.” 
Pemaparan mengenai pengasuhan anak juga dijelaskan dalam Pasal 
14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan 
Anak yang bunyinya sebagai berikut:3 “ 
a. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali 
jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan 
merupakan pertimbangan terakhir. 
b. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada pernyataan 
di atas, anak tetap berhak:  
1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan 
kedua orangtuanya. 
2) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua 
orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. 
3) Memperoleh pendanaan hidup dari kedua orangtuanya. 
4) Memperoleh hak anak lainnya.” 
                                                          
3 Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 
Anak 
 

































Maksud konteks persyaratan di atas, jika ayah dan ibu masih 
ada atau masih hidup dan sesuai dengan syarat yang ada, hal tersebut 
menandakan bahwa yang mendapat hak melaksanakan h}ad}a>nah 
kepada anak tersebut yaitu jatuh pada ibu. Dengan alasan anak akan 
mendapatkan kasih sayang lebih dibanding ayah, karena usianya yang 
masih anak-anak sangat membutuhkan kasih sayang ini. Pasal 105 
huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memaparkan “pemeliharaan anak 
yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak 
ibunya”.4  
Jika anak tersebut di bawah asuhan ibu, maka semua nafkah 
hidupnya tetap berada di bawah tanggung jawab ayahnya. Hal ini 
sudah menjadi kesepakatan ulama berlandaskan riwayat seorang 
perempuan yang mendatangi Rasulullah SAW, mengadukan 
suaminya yang telah menceraikannya akan memisahkan dia dari anak 
kandung yang disusuinya, beliau menjawab “engkau lebih berhak 
mengurusnya selama engkau belum menikah”.5 
Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa keutamaan agar ibu 
berhak mengasuh ditentukan oleh dua hal yakni belum menikah lagi 
dan memenuhi syarat dalam melakukan tugas h}ad}a>nah. 
3. Syarat-Syarat H}ad}a>nah   
                                                          
4 Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Anak. 
5 Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Surabaya: UINSA Press, 
2014), 13. 
 

































Ada beberapa syarat yang menjadi faktor utama h}ad}a>nah menurut 
Kompilasi Hukum Islam pasal 1096: “Pengadilan Agama dapat 
mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan 
memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila 
wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, melalaikan atau 
menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan 
orang yang berada di bawah perwaliannya”.7 
Tujuan dari pemeliharaan anak merupakan tujuan mulia yang 
tentunya akan sulit dicapai apabila pelaksanaannya dilaksanakan dengan 
sembarangan oleh pihak yang tidak berkenan. Karenanya persyaratan di 
atas itu merupakan standar atau kriteria pemegang hak asuh dari anak.8 
Sedangkan kriteria yang dikemukakan oleh Imam Taqiyudin, 
bahwa pengasuhan anak itu wajib: 
a. Berakal sehat; 
b. Merdeka; 
c. Memiliki kasih sayang; 
d. Dapat dipercaya; 
e. Tidak menikah kembali dan; 
f. Memiliki tempat tinggal. 
Nyatanya syarat yang telah dikemukakan oleh Taqiyuddin sejalan 
dengan kriteria yang diusulkan Sayyid Sabiq, namun terdapat perbedaan 
                                                          
6 Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Anak. 
7 Wati Rahmi Ria, Hukum Keluarga Islam (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), 129. 
8 Ahmad Muhajir, ”Hadhanah Dalam Islam Hak pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan 
Rumah”,Jurnal SAP, Vol. 2. No. 2,(Desember,2017), 166. 
 

































dalam hal tempat tinggal. Tempat tinggal memang layak diperhatikan 
dalam mendidik dan membesarkan anak karena lingkungan baik agamis 
dan penuh dengan nilai-nilai keislaman tentunya akan mempengaruhi 
perkembangan jiwa anak.9 
Beberapa persyaratan yang tersebutkan di atas merupakan hal 
pokok mengenai syarat-syarat pemeliharaan anak. Misalnya, seperti 
seorang pengasuh harus berakal. Bagi orang gila, wanita pemabuk, fasik 
atau tidak berakal tentunya tidak mampu mendidik anak karena untuk 
mengurus keperluannya sendiri saja tidak bisa. Dan berakal sehat ini 
merupakan syarat utama. 
Kesehatan jasmani dan rohani merupakan faktor penting bagi 
pengasuh, sehingga dengan jasmani yang sehat yakni bebas dari 
penyakit menular dan rohani yang sehat seperti mempunyai budi pekerti 
yang baik akan mempermudah pelaksanaan h}ad}a>nah anak. karena tidak 
memungkinkan bagi orang yang sedang sakit merawat orang yang sehat. 
Kriteria dewasa dalam pengasuhan anak memang sangat 
diharuskan karena orang dewasa dapat mengurus dirinya sendiri, bisa 
bekerja untuk mencukupi keperluan anak yang dipelihara. Karena anak 
kecil belum bisa bekerja dan masih hidup ketergantungan. Selain dewasa 
yang menjadi bahan pertimbangan bagi seorang yang menjadi pengasuh 
adalah seorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas 
asuhnya.  Wanita yang disisi lain memiliki tanggung jawab karirnya, 
                                                          
9 Ibid., 168. 
 

































bila pekerjaannya membuatnya hingga tak memiliki waktu untuk anak 
dan memeliharanya, maka dia tidak berhak mendapat hak pengasuhan 
dan hak pemeliharaan terhadap anak gugur.10 
Berlandaskan pernyataan Imam Syafi’i bahwa pengasuh harus 
beragama Islam. Anak seorang yang Islam tidak dapat dipelihara oleh 
orang kafir, karena khawatir akan terjadi fitnah terhadap agama anak 
dan dikhawatirkan hal-hal yang diharamkan akan masuk ke dalam 
makanan anak baik sengaja ataupun tidak. Namun ketiga mazhab yang 
lain tidak mensyaratkan agar pengasuh adalah yang beragama Islam, jadi 
wanita ahli kitab atau yang diperkenankan tetap sah untuk mengasuh 
anak. 
Lalu mengenai syarat ibu belum menikah lagi dimaksudkan agar si 
anak tidak kehilangan kasih sayang dari ibunya karena menikah dengan 
laki-laki lain. Hilangnya kasih sayang tersebut karena dipengaruhi oleh 
suami baru si ibu. Akan tetapi hak h}ad}a>nah tetap berhak jika si ibu nikah 
dengan kerabat yang masih berhubungan dekat dengan anak tersebut 
yang mencurahkan kasih sayang dan tanggung jawabnya. Disisi lain 
Mazhab Syafi’i, memperbolehkan wanita itu untuk melakukan h}ad}a>nah 
apabila dia menikah sama lelaki asing, tetapi dengan syarat ada keridaan 
ayah bagi anak dan suami. Atau mungkin ayah anak yang diasuh itu 
adalah seorang budak sahaya, maka hak h}ad}a>nah ibunya yang menikah 
lagi dengan orang asing itu tidak gugur. 
                                                          
10 Ibid., 169. 
 

































Beberapa syarat yang dinyatakan oleh para ulama fikih di atas bila 
difahami, maksudnya adalah agar pelaksaanaan pengasuhan anak yang 
belum mumayyiz khususnya, dapat dilakukan secara baik, sehingga 
tujuan dari pemeliharaan anak dapat terwujud, yaitu memberikan 
kemanfaatan dan kemaslahatan bagi anak. 
Demikian mengenai syarat perwalian dijelaskan pada Pasal 107 
ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi11: “Wali sedapat-
dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah 
dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan 
hukum”. 
4. Masa Pemeliharaan Anak 
a. Menurut Hukum Islam 
Tujuan pemeliharaan anak yakni, untuk memudahkan anaknya 
mencukupi kebutuhan dirinya karena belum waktunya untuk bisa 
memenuhi kebutuhan dari dirinya sendiri. Bila anak tersebut sudah 
tidak membutuhkan pelayanan dan sudah dewasa, serta telah mampu 
bertanggung jawab atas dirinya sendiri dalam hal kebutuhan 
pokoknya seperti makan, minum, dan lain-lain sehingga masa 
h}ad}a>nah telah selesai, namun pada tahap ini tidak ada penjelasan 
yang lebih rinci dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadis menyatakan 
dengan tegas mengenai masa h}ad}a>nah, namun hanya didapati 
pernyataan yang menyatakan hal tersebut. 
                                                          
11 Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perwalian. 
 

































Ahli fikih sepakat bahwa hak pengasuhan anak yaitu dari ia 
dilahirkan sampai batas usia tamyiz, tetapi para ahli fikih berbeda 
argumen mengenai kapan masa usia tamyiz tersebut. Berlandaskan 
Mazhab Hanafi, hak pemeliharaan baik untuk ibu dan yang lainnya 
adalah sampai anak dapat mengerjakan sendiri kebutuhannya sehari-
hari, batas usia h}ad}a>nah untuk lelaki adalah umur tujuh tahun atau 
ada juga yang menyatakan sembilan tahun, sedangkan masa h}ad}a>nah   
untuk perempuan mencapai umur sembilan tahun, serta ada pula yang 
menyebutkan sebelas tahun, karena pada waktu umur-umur itu tentu 
saja, urusan-urusan anak lebih mampu dan cakap. Tetapi jika pada 
saat wanita itu sampai pada usia dewasa, ketika daya seksualnya 
telah nampak, maka figur seorang ayah lebih pantas untuk 
membimbing dan memeliharanya.12  
Lalu berlandaskan Mazhab Maliki, bahwa masa pemeliharaan 
anak bagi laki-laki yakni mulai dilahirkannya sampai berakhir dengan 
mimpi basah atau balig, sedangkan bagi perempuan berakhir sampai 
ia pada umur yang siap untuk menikah. mereka mengambil dasar 
dalil-dalil seperti yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad: “Ya 
Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku tempatnya susuku 
menjadi minumannya pangkuanku menjadi tempat pemeliharaannya, 
dan sesungguhnya ayahnya telah mentalak saya dan ia hendak 
                                                          
12 Ahmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam Hak pengasuhan..., 170. 
 

































mengambil dari saya, maka Rasulullah SAW, berkata engkau lebih 
berhak atasnya selama engkau belum menikah”. 
Berlandaskan Mazhab Syafi’i tidak ada batasan mengenai 
pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anak. Anak tetap bersama 
ibunya sampai ia dapat memberikan pilihan, apabila anak tersebut 
telah sampai tahap dapat memilih, maka harus cepat untuk dilakukan 
pemilihan. Jika anak tersebut berjenis kelamin laki-laki dan telah 
menentukan untuk memilih bersama ibu, maka anak tersebut dapat 
bersama ibunya pada malam hari dan bersama dengan ayahnya pada 
siang hari agar dia mendapat didikan dari ayahnya. Sedangkan 
apabila anak tersebut berkelamin perempuan dan menentukan pilihan 
untuk bersama ibunya maka anak tersebut dapat bersama ibunya 
sepanjang siang dan malam. Apabila anak tersebut memilih bersama 
ibu serta ayahnya maka dapat dilakukan pengundian, dan apabila 
anak tersebut tidak menentukan pilihan dan ikut dengan ibunya, Hal 
ini sesuai dengan dalil, seperti hadis riwayat Abu Hurairah RA 
bahwasannya suatu hari ada seorang wanita yang datang kepada Nabi 
Muhammad SAW, seraya berkata, sesungguhnya suamiku ingin 
membawa anakku, Nabi Muhammad SAW, bersabda “ini ayahmu dan 
ini ibumu. Maka peganglah tangan siapa yang engkau kehendaki. 
Ternyata anak itu mengambil tangan ibunya”. 
 

































Jadi dapat disimpulkan dari hadis di atas, bahwa anak 
mempunyai hak pilih untuk ikut kepada ayah atau kepada ibunya jika 
ia telah sampai pada masa balig atau dewasa.  
Sedangkan menurut Imam Hambali batas pemeliharaan atau 
pengasuhan bagi seorang anak baik berjenis kelamin laki-laki ataupun 
perempuan adalah berbatas tujuh tahun. Namun, jika anak tersebut 
telah sampai pada usia tersebut dan dia boleh untuk menentukan 
antara kedua orangtuanya, namun jika dia seorang wanita, maka yang 
dapat menerima hak atas dirinya adalah anaknya saja dan tidak 
terdapat hak untuk menentukannya.13 
b. Berlandaskan Hukum Positif Indonesia 
Sesuai yang terkandung pada Kompilasi Hukum Islam, 
pengasuhan dari seorang anak tersebut telah dapat mengurus dirinya 
mandiri. Sedangkan batas dari usia di bawah pengasuhan yaitu 21 
tahun sesuai pernyataan pada pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum 
Islam, bahwa semua nafkah h}ad}a>nah dan kebutuhan dari seorang anak 
ditanggung ayahnya berlandaskan kesanggupannya, sampai dengan 
anak tersebut dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri yakni dua 
puluh satu tahun. 
 Hal di atas telah dipaparkan pada pasal sebelumnya, yaitu 
pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: “batas usia 
anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, 
                                                          
13 Ibid. 
 

































sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental ataupun 
belum pernah melakukan perkawinan”. 
Berlandaskan pasal di atas mengenai Kompilasi Hukum Islam, 
batas umur anak dalam h}ad}a>nah yakni dua puluh satu tahun, karena 
pada umur tersebut anak dianggap telah bisa bertanggung jawab atas 
dirinya sendiri selama anak tersebut tidak berada dalam keadaan 
cacat mental ataupun cacat fisiknya, di samping itu kewajiban dari 
orangtuanya untuk melakukan pengasuhan telah selesai jika anak 
tersebut melakukan perkawinan karena sudah dianggap dewasa.14 
Jika mengacu pada penjelasan pasal 105 Kompilasi Hukum 
Islam dalam hal terjadinya peceraian sebagai berikut: “ 
1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 
(dua belas) tahun adalah hak ibunya. 
2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak 
untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 
pemeliharaan. 
3) Nafkah pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.15  
Dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa 
“Hakim dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang diajukan 
kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai 
hukum yang hidup di dalam masyarakat, sehingga penetapannya 
sesuai dengan rasa keadilan”. Maka keputusan dari hakim harus dapat 
                                                          
14 Wati Rahmi Ria, Hukum Keluarga…, 132. 
15 Ibid., 135. 
 

































mewakili pertimbangan apakah seorang ibu dari anak tersebut layak 
untuk dilimpahi hak asuh dari anak yang masih belum dianggap 
mumayyiz atau di bawah umur 12 tahun. 
Jika didasarkan pada pengertiannya, penjelasan hak h}ad}a>nah   
dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berbeda dari yang berlaku pada 
hukum umum, yaitu bahwa hak asuh anak dipertimbangkan pula dari 
perbuatan atau kepribadian dari orangtua dari anak tersebut. sebagai 
contoh jika ibu tidak segera pulang dari bekerja sampai dengan larut 
malam, karena perlunya kedekatan dengan seorang anak lebih penting 
daripada keperluan di luar rumah, serta pula memberi contoh yang 
baik karena akan menjadi contoh bagi anaknya. Tidak terkecuali pula 
kepentingan psikologis dari anak, serta materi maupun non materi. 
H}ad}a>nah sangat penting bagi seorang anak, mengingat perlunya 
perhatian dari kedua orangtuanya meskipun telah bercerai, berikut 
penjelasan h{ad}a>nah pada masa perkawinan dan pasca perceraian: 
a. H}ad}a>nah  Pada Masa Perkawinan 
Yakni tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 
pasal 45, 46, dan 47 sebagai berikut: “ 
Pasal 45: 
1) Kedua orangtua wajib mendidik dan memelihara anak mereka 
sebaik-baiknya. 
 

































2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini 
berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku 
terus meski perkawinan antara orangtua putus. 
Pasal 46: 
1) Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak 
mereka dengan baik. 
2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut 
kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke 
atas, bila mereka memerlukan bantuannya. 
Pasal 47: 
1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah 
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan 
orangtuanya, selama mereka tidak dicabut kekuasaanya. 
2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum 
di dalam dan di luar pengadilan”. 
Dalam kutipan ayat 1 pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 
tahun 1974, menjelaskan bahwa wewenang orangtuanya bisa 
dicabut dari orangtuanya berlandaskan permintaan orangtua lain, 
juga dari garis keturunan anak tersebut atau saudara kandung 
darinya yang memiliki umur dewasa, atau pejabat yang berwenang 
terhadap penetapan yang dikemukakan pengadilan walaupun 
 

































dalam hal ini telah dilakukan pencabutan namun mereka tetap 
memiliki sebuah kewajiban.16 
Namun tetap, orangtua wajib untuk menafkahi anak tersebut 
karena termasuk pemeliharan anak pula, serta orangtuanya juga 
mempunyai tanggung jawab mengenai dengan hal kebendaan. 
Dalam pasal 106 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa 
orangtua harus merawat dan mengembangkan harta anak tersebut 
sampai ia dewasa atau yang sedang dalam ampuan dan orangtua 
bertanggung jawab terhadap kerugian karena keluputan dari 
adanya kewajiban baginya. 
Ditambahkan dengan pasal 98 dan 99 Kompilasi Hukum 
Islam mengenai pemeliharaan anak: “ 
Pasal 98: 
1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 
adalah 21 tahun, sepanjang tidak cacat fisik atau mental. 
2) Orangtua mewakili anaknya tersebut mengenai segala 
perbuatan. 
3) Pengadilan Agama dapat menunjuk kerabat terdekat yang 
mampu bila orangtuanya tidak mampu. 
Pasal 99: 
Anak yang sah adalah: 
                                                          
16 Wati Rahmi Ria, Hukum Keluarga..., 132-133. 
 

































1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 
2) Hasil dari perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan 
dilahirkan oleh istri tersebut”. 
b. H}ad}a>nah  Pada Masa Perceraian 
Sebuah perceraian bukanlah halangan bagi seorang anak 
dalam mendapatkan hak pengasuhan dari orangtuanya, 
sebagaimana pernyataan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian 
adalah17: “ 
1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik 
anak-anaknya, berlandaskan kepentingan anak bilamana ada 
perselisihan mengenai penagsuhan anak-anak, pengadilan 
memberi keputusan. 
2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua nafkah pendidikan 
dan pemeliharaan, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak 
dapat memnuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat 
menentukan bahwa ibu ikut memikul nafkah tersebut. 
3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan nafkah penghidupan dan menentukan suatu 
kewajiban bagi bekas istri”.18  
                                                          
17 Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
18 Wati Rahmi Ria, Hukum Keluarga…, 134. 
 

































B. Perjanjian Perkawinan 
Perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan para pihak antara 
calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan atau sedang 
melangsungkan perkawinannya yang, kesepakatan tersebut harus dipenuhi 
oleh kedua pihak, bilamana ada salah satu yang melanggar, maka salah satu 
dari pihak tersebut dapat menuntut pembatalan perkawinan begitupun 
sebaliknya, karena hal itu sebagai sanksi atas pelanggaran kesepakatan 
tersebut. Pengertian di atas berlandaskan Kompilasi Hukum Islam.19 
Sedangkan berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perjanjian 
perkawinan merupakan perjanjian yang sah apabila dilakukan secara tertulis 
pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan dan dalam 
pembuatannya perjanjian tersebut dilaksanakan di depan petugas pencatatan 
nikah serta dapat dibatalkan apabila bertolakbelakang dengan ketentuan 
hukum, serta agama dan juga kesusilaan.20 
1. Perjanjian Perkawinan Berlandaskan Kompilasi Hukum Islam 
Berlandaskan Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya 
percampuran harta di dalam urusan keluarga merupakan hak bersama 
suami dan istri, akan tetapi kedua pihak itu bisa mengajukan 
kesepakatan mengenai kedudukan harta melalui perjanjian perkawinan. 
Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa kedua calon yang 
akan menjadi mempelai pengantin bisa mengajukan suatu bentuk 
                                                          
19 Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan dan pasal 29 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Perjanjian Perkawinan. 
20 Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan. 
 

































perjanjian bagi perkawinan mereka dengan bentuk taklik talak maupun 
perjanjian selain itu dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.21 
Dalam hal ini, perjanjian perkawinan atau yang disebut juga 
perjanjian pra-nikah, merupakan suatu keadaan yang tidak wajib dalam 
rangka diadakannya dalam suatu perkawinan, akan tetapi bila perjanjian 
tersebut telah disahkan oleh pegawai pencatat nikah membuat perjanjian 
tersebut tidak bisa dicabut. Selain itu perjanjian perkawinan itu 
memiliki macam-macam bentuk, tidak hanya meliputi mengenai taklik 
talak dan kekayaan materi, akan tetapi juga seperti poligami, hak asuh, 
dan perjanjian - perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum 
Islam. 
Sesuai yang tercatat pada Kompilasi Hukum Islam, telah 
dijelaskan perihal perjanjian perkawinan yang wujudnya harus berupa 
bentuk tertulis dan disahkan serta di depan pegawai pencatat nikah. 
Adapun isi dalam perjanjian itu dapat sebagai berikut: 
a. Percampuran harta yang bersifat pribadi 
b. Pemisahan harta yang berasal dari pencaharian masing-masing yang 
bertolak belakang terhadap hukum Islam 
c. Mengatur adanya kewenangan bagi masing-masing untuk membuat 
suatu ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta 
syarikat.22 
                                                          
21 Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan. 
22 Pasal 47 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan. 
 

































Dalam sebuah perjanjian perkawinan yang di dalamnya 
mencantumkan pemisahan bagi harta yang bersumber dari pribadi dan 
mencakup segala harta, yang dibawa saat setelah perkawinan ataupun 
didapat ketika telah menjalani perkawinan. Maka bila keadaan itu 
terjadi, tidak menghilangkan sedikitpun kewajiban suami untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga. Namun bila keadaan itu dilanggar, maka 
perjanjian mengenai pemisahan itu tetap sah dan masih berlaku beserta 
kewajiban suami untuk menanggung semua nafkah kebutuhan rumah 
tangga. Yang terpenting poin perjanjian perkawinan tersebut tidak 
bertolakbelakang dengan hukum yang berlaku. 
Perjanjian perkawinan itu mulai berlaku sejak dilangsungkannya 
perkawinan serta bersifat mengikat terhadap pihak yang bersangkutan 
serta terhadap pihak yang ketiga bila dibutuhkan. Kemudian, perjanjian 
perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan persetujuan para pihak 
yang bersangkutan dan harus diregistrasikan di Kantor Pegawai 
Pencatat Nikah di tempat pernikahan itu dilaksanakan.23 
Pada perkawinan sebenarnya tidak terdapat proses mencampurkan 
harta, baik harta yang berasal dari istri yang dikuasai penuh olehnya 
maupun harta suami yang dikuasai penuh olehnya.24 Begitu juga dengan 
harta yang diperoleh dari hibah atau harta warisan yang dalam 
penguasaan masing-masing, namun berbeda lagi jika dalam perjanjian 
                                                          
23 Khaeron Sirin, Perkawinan Madhab Indonesia Pergaulatan Antara Negara, Agama dan 
Perempuan (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 98-99. 
24 Pasal 86 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan. 
 

































perkawinan itu ditetapkan lain.25 Demikian bila terjadi perjanjian 
perkawinan yang meliputi harta maka kewajiban suami adalah tetap 
untuk menanggung semua kebutuhan rumah tangga. Begitupun bila 
perjanjian itu perjanjian mengenai kewenangan seperti: hak asuh, 
poligami dan perjanjian lain yang tidak bertolakbelakang dengan hukum 
yang berlaku.26 
2. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 
Perjanjian perkawinan ini pada prinsipnya menjadi dasar 
pengelolaan harta benda dalam perkawinan. Mengenai substansi pasal 
29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal ini tidak 
dijelaskan secara tegas apabila sebenarnya perjanjian perkawinan itu 
hanya berisi harta perkawinan saja, sehingga seringkali diartikan jika 
pasal ini juga mengatur selain harta perkawinan. Sejatinya, perjanjian 
perkawinan yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 lebih sempit dibandingkan Kompilasi Hukum Islam.27 Sedangkan 
dalam Kompilasi Hukum Islam yang lebih ditonjolkan yakni pada 
perjanjian perkawinan yang meliputi harta namun esensinya lebih luas. 
Dalam Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa dalam hal 
ini tidak termasuk taklik talak sehingga dapat dikatakan bahwa esensi 
dari Undang-Undang Perkawinan lebih sempit dibandingkan Kompilasi 
Hukum Islam. 
                                                          
25 Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan. 
26 Khaeron Sirin, Perkawinan Madhab Indonesia…, 99. 
27 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia 
(Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 58. 
 

































Lingkup perjanjian perkawinan ini sebenarnya tidak jauh berbeda 
dengan Kompilasi Hukum Islam, yakni tidak boleh bertentangan dengan 
hukum yang berlaku. Sekaligus tidak boleh menjadikan pihak ketiga rugi 
bilamana perjanjian itu mengenai harta, serta dalam keadaan ini pasal 29 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: 
a. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan sebelum dilaksanakannya 
pernikahan dan disahkan pegawai pencatatan perkawinan, dan dalam 
hal isinya juga berlaku pada pihak ketiga yang terkait dengan 
perjanjian perkawinan tersebut; 
b. Selama perjanjian perkawinan yang dibuat bertentangan dengan 
ketentuan hukum, agama serta kesusilaan, maka tidak dapat 
dilakukan pengesahan terhadapnya; 
c. Perjanjian yang telah disahkan tersebut dapat dikatakan berlaku 
ketika perkawinan telah dilaksanakan; 
d. Perjanjian yang telah disahkan dan telah berlaku tidak bisa dirubah 
selama berjalannya perkawinan, kecuali terdapat kesepakatan dari 
segala pihak untuk melakukan perubahan dan selama perubahan 
tersebut tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga.28 
Berlandaskan isi undang-undang di atas saat pembuatan perjanjian 
perkawinan ditentukan sebelum atau sesudah perkawinan itu 
dilaksanakan, berlaku juga bagi pihak ketiga. Akan tetapi, dalam 
perjanjian perkawinan yang telah disahkan dan berlaku bisa diubah 
                                                          
28 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan. 
 

































selama perkawinan sedang berlangsung atas persetujuan kedua 
mempelai serta tidak boleh membuat pihak ketiga rugi. Namun, jika 
perjanjian tersebut membuat pihak ketiga rugi, maka perubahan atas 
perjanjian tersebut membuat pihak ketiga tidak terikat. 
Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan penjelasan secara 
rinci mengenai aturan pelaksanaan pengesahan perjanjian perkawinan itu 
sehingga memberikan kebebasan kepada para pejabat umum, seperti 
notaris dan hakim, untuk menafsirkan, mengatur dan memutuskan hal-
hal yang terkait dengan isi perjanjian dan penyelesaiannya.29 hal ini 
menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dibuat secara legal atau 
hanya bawah tangan. Akan tetapi tetap harus melalui proses pengesahan  
pegawai pencatat perkawinan untuk syarat suatu perjanjian perkawinan 
itu memiliki kekuatan hukum. 
Demikian bila perjanjian perkawinan yang tidak melalui proses 
pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan, maka perjanjian tersebut 
menjadi batal dan tidak memiliki kekuatan hukum, Sehingga berlaku 
prinsip kedudukan harta terpisah, yakni harta tersebut berada pada 
kekuasaan masing-masing suami maupun istri dengan kedudukan yang 
sama, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan.30  
Suatu perjanjian perkawinan dinyatakan batal apabila suami atau 
istri melanggar apa yang sudah diperjanjikan atau perjanjian tersebut 
melanggar ketentuan norma yaitu perundang-undangan yang berlaku, 
                                                          
29 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan..., 64. 
30 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Harta Benda Perkawinan. 
 

































agama dan kesusilaan. Lalu dapat juga dimintakan pembatalannya oleh 
pihak ketiga dalam hal merugikan pihak ketiga.31 
3. Pelanggaran Perjanjian Perkawinan 
Perjanjian perkawinan yang telah disetujui oleh pihak mempelai 
yakni suami dan istri, berlaku mengikat agar para pihak memenuhi isi 
perjanjian perkawinan tersebut. Isi dari perjanjian tersebut yang telah 
diatur tidak dapat ditarik, dan dicabut oleh satu pihak tanpa persetujuan 
pihak yang lain. Serta perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak 
perkawinan tersebut telah dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat 
nikah.32 
Berlandaskan Undang-Undang Perkawinan, bahwa dibolehkan 
mengubah perjanjian perkawinan sepanjang disepakati bersama dan 
tidak merugikan pihak ketiga. Lalu jika ada suatu sebab putusnya 
perkawinan karena telah dilanggarnya suatu perjanjian perkawinan, 
maka hal ini tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan pelanggaran 
terhadap perjanjian perkawinan tidak bisa dijadikan sebagai alasan 
perceraian.33 
Keadaan di atas bertolakbelakang dengan Kompilasi Hukum 
Islam, yang memperbolehkan alasan dilanggarnya perjanjian perkawinan 
sebagai sebab putusnya perkawinan. Hal ini memberikan kesempatan 
berupa hak terhadap istri perihal melakukan pembatalan bagi pernikahan 
                                                          
31 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan. 
32 Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan dan 
Pasal 50 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan. 
33 Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab Indonesia..., 101. 
 

































yang akan berlangsung ataupun menjadikan hal tersebut sebagai dalil 
untuk menggugat cerai yang dilayangkan kepada Pengadilan Agama. 
Terhadap pertentangan antara Undang-Undang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pelanggaran perjanjian 
perkawinan sebagai alasan pengajuan perceraian, maka perlu dilihat 
kembali bahwa dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang 
telah terkandung pada dalam pasal 2 Tap MPR No. III/MPR/2000 
mengenai sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-
undangan, Kompilasi Hukum Islam yang terbentuk karena Instruksi 
Presiden Tahun 1991 tidak termasuk dalam tata urutan tersebut. Begitu 
pula dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai 
pembentukan peraturan perundang-undangan, Instruksi Presiden Tahun 
1991 tidak termasuk dalam tata urutan pembentukan perundang-
undangan tersebut.  
Berlandaskan asas lex superior derogate legi inferior yakni letak 
dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih tinggi dibandingkan 
Kompilasi Hukum Islam yang dibentuk karena Instruksi Presiden Tahun 
1991. Namun hakim memiliki asas ius contra legem yakni hakim dapat 
menerobos aturan perundang-undangan dalam kasus tertentu sehingga 
dapat menerapkan konsep hukum Islam dalam penetapannya. 
Ini semua terjadi sebagai konsekuensi yuridis pada perjanjian 
perkawinan berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 
Kompilasi Hukum Islam memang berbeda, mengingat kurang luasnya 
 

































pembahasan perjanjian perkawinan yang tercantum dalam Undang-
Undang Perkawinan sehingga mengakibatkan dibentuknya Kompilasi 
Hukum Islam sebagai unifikasi hukum perkawinan di Indonesia.34 
                                                          
34 Ibid., 102. 
 


































HAK H}AD}A>NAH  ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAHNYA 
BERDASARKAN PERJANJIAN PRA-NIKAH PENETAPAN NOMOR 
0973/Pdt.G/2017/PA.KDL 
 
A. Profil Pengadilan Agama Kendal 
1. Sejarah Pengadilan Agama Kendal 
Dilihat dari sejarahnya, Peradilan Agama di Indonesia memiliki 
beberapa nama atau penyebutan yang diakibatkan oleh perbedaaan 
kelaziman ataupun landasan hukum dahulu yang resmi adalah sebagai 
berikut: 
a. Peradilan Surau yang berasal dari Kerajaan Mataram karena area 
persidangannya berada di sumbari masjid agung, yang menjadi ketua 
pengadilan yakni raja yang berkuasa pada saat itu. Namun, dalam 
aktifitas peradilan penghulu diberikan otoritas untuk menjalankannya. 
b. Priesterrad yang disusun pada Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 
yang dahulunya dinamai Priesterrad, kini dinamai Rapat Agama. 
c. Penghoeloegerecht yang disusun pada Staatsblad Tahun 1931 Nomor 
53, merubah sebutan Priesterrad.  
d. Mahkamah Islam Tinggi di Jawa serta Madura yang disusun pada 
Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610. 
e. Kerapatan Qadhi, begitu juga Kerapatan Qadhi Besar yang berlokasi 
di Kalimantan Selatan beserta sekitarnya yang disusun pada 
Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639. 
 

































f. Sooryo Hoin begitu juga Kiaikoyo Kootoo Hooin yang merupakan 
Mahkamah Islam Tinggi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 saat 
penguasaan Jepang. 
g. Majelis Agama Islam yang disusun berlandaskan ketentuan Wali 
Negara Sumatera Timur almanak 1 Agustus 1950 Nomor 390 Tahun 
1950. 
h. Mahkamah Balai Agama yang berlokasi di Kalimantan, penamaan itu 
resmi lebih awal dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 
almanak 5 Oktober 1957. 
i. Majelis Agama Islam, yang berada pada wilayah bekas Negara 
Sumatera Timur yang berperan selaku Peradilan Syari’ah Islam. 
j. Qadhi yang berlokasi di Makassar yang memiliki posisi selaku hakim 
Pengadilan Syari’ah. 
k. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Agama 
atau Mahkamah Syar’iyah Provinsi yang telah disusun dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 almanak 5 Oktober 
1957.  
l. Mahkamah Syar’iyah yang berlokasi di Aceh dan Sumatera 
sekitarnya. 
Selanjutnya semua penyebutan tersebut disatukan pada pasal 106 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, menjadi Pengadilan Agama selaku 
pengadilan jenjang satu, dan Pengadilan Tinggi Agama selaku pengadilan 
jenjang banding. Akan tetapi sebutan Peradilan Agama ini oleh warga 
 

































Aceh digantikan selaku Mahkamah Syar’iyah kabupaten atau kota selaku 
jenjang awal serta Mahkamah Syar’iyah Aceh selaku jenjang banding. 
  Pengadilan Agama memperoleh pembenaran secara sah di tahun 
1882 yakni sesudah diterbitkan Staatsblad Nomor 152. Akan tetapi, 
Staatsblad ini tidak berlaku scara efektif karena terpengaruh oleh teori 
lain, sehingga hal ini membatalkan kompetensi Peradilan Agama pada 
sengketa waris, harta benda khususnya tanah.  Maka, mulai saat itu 
kewenangan Peradilan Agama meliputi sengketa perkawinan, juga 
perceraian yang penetapannya perlu melewati pengesahan melalui 
Peradilan Negeri. 
Ketika diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
mengenai perkawinan yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 mengenai implementasi aturannya, kedudukan 
Peradilan Agama bisa diselamatkan. Sebagian hukum acara yang resmi 
dan benar-benar berlaku sesudah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Di samping itu, keberadaan 
peradilan itu sepadan pada peradilan lain, beserta kewenangan Peradilan 
Agama yang lampau sempat dikuasai dalam masa penjajahan berulang 
menjadi kompetensi Peradilan Agama berlandaskan pasal yang 
menetapkan Peradilan Agama memiliki kekuasaan untuk  mengeksekusi, 
menentukan serta menyelesaikan sengketa dari segi perkawinan, 
kewarisan, wasiat, hibah yang dilaksanakan sesuai hukum Islam, wakaf 
dan sedekah. 
 

































Pengadilan Agama Kendal mulanya bertempat di bangunan yang 
didirikan pada lahan yang dikuasai Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), 
berlokasi di sekitar belakang Masjid Agung Kendal. Lalu, tahun 1997 
Pengadilan Agama Kendal menebus lahan yang dikuasai H. Muchtar 
Chudlori yang berlokasi di Jalan Laut No. 17A dengan luas 751 meter 
persegi, dan penyusunan aktanya dilakukan tahun 1980, di daerah ini 
barulah dibangun tempat dinas Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan 
periode pertama dengan luas 154 meter persegi bermula tahun 1979. 
Seiring berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, sehingga tahun 
1982 terjadi perluasan periode selanjutnya dengan pertambahan 122 
meter persegi, kemudian pada periode ke sekian tahun 1989 diadakan lagi 
perluasan dengan pertambahan 78 meter persegi dengan memakai dana 
tahun 1988-1989. 
Tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menduduki bangunan seluas 
kurang lebih 420 meter persegi dengan luas tanah kurang lebih 720 meter 
persegi. Tahun 2011, diawali dengan pembangunan tempat dinas 
mutakhir pada lahan milik Pengadilan Agama Kendal seluas kurang lebih 
1000 meter persegi dengan luas kurang lebih 7.902 meter persegi di 
Kecamatan Brangsong. Kemudian pada tahun 2012 dilangsungkan tahap 
kedua sebagai final renovasi Pengadilan Agama Kendal.  
Pengadilan Agama Kendal yang sekarang, berada di jalan Soekarno-
Hatta Kilometer 4 Brangsong, Kabupaten Kendal, Bulan Januari 2013, 
serta juga didirikan tempat beribadah yang pendiriannya bermula di Bulan 
 

































Maret 2013, lalu disahkan Bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan 
Tinggi Agama Semarang yakni, Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H., 
yang sekarang disebut Mushola Al-Hikmah. Pendirian itu menelan 
dana Rp. 265.000.000,00. (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) yang 
dana tersebut berasal dari karyawan Pengadilan Agama Kendal. 
Pengadilan Agama Kendal disahkan pada tahun 1950, berikut daftar 
pejabat yang sempat atau yang kini menyandang sebagai Kepala 
Pengadilan Agama Kendal yakni: 
a. Periode 1950-1959 disandang KH. Aburrahman Iman. 
b. Periode 1965-1975 disandang Kiai Achmad Slamet. 
c. Periode 1975-1977 disandang KR. Moh. Amin. 
d. Periode 1980-1990 disandang Drs. H. Asy’ari. 
e. Periode 1990-1997 disandang Drs. Ahmad Mustofa, S.H. 
f. Periode 1977-1999 disandang Drs. Muh. Hazin. 
g. Periode 1999-2000 disandang Drs. J. Thantowie Ghani, S.H. 
h. Periode 2000-2002 disandang Drs. Yasmidi, S.H. 
i. Periode 2002-2004 disandang Drs. H. Izzuddin M., S.H. 
j. Periode 2004-2007 disandang Drs. A. Agus Bahauddin, M.Hum. 
k. Periode 2007-2011 disandang Drs. Yusuf Buchori, S.H.M.SI. 
l. Periode 2011-2013 disandang Drs. H. A. Sahal Maksun, M.SI dan 
m. Periode 2013-2016 disandang H. Samidjo, S.H., M.H. 
n. Periode 2016-2017 disandang Drs. H.kaharuddin,S.H 
o. Periode 2017-2020 disandang Drs. H. Sarmin, M.H. 
 

































Itulah sedikit asal-usul Pengadilan Agama Kendal yang merupakan 
bagian dari peradilan selaku yang menerapkan kewenangan kehakiman di 
Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Kendal. Pengadilan Agama 
Kendal merupakan bagian yang tergolong kepada peradilan yang masuk 
dalam kategori kelas 1A.1 
2. Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal 
Kewajiban beserta kewenangan Pengadilan Agama Kendal yang 
selaras dengan ketetapan yang disusun dalam pasal 2 yang berhubungan 
dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai 
Peradilan Agama. Pasal 49 yang menetapkan Pengadilan Agama 
berkewajiban dan memiliki kekuasaaan untuk mengidentifikasi, 
menentukan, dan mengakhiri sengketa dalam jenjang pertama bagi 
seseorang yang memeluk agama Islam, yakni  masalah perkawinan, waris, 
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.  
Sebagaimana kewajiban pokok di atas, maka Pengadilan Agama 
Kendal memiliki fungsi berikut: 
a. Fungsi mengadili yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan 
menuntaskan sengketa yang merupakan kompetensi Pengadilan 
Agama di tingkat pertama berlandaskan pasal 49 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006  
                                                          
1 Pengadilan Agama Kendal, “Sejarah Pengadilan Agama Kendal”, http://www.pa-
kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html, “diakses” 14 
Desember 2020 
 

































b. Fungsi pembinaan, yaitu mengarahkan, membimbing, serta petunjuk 
kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik 
mengenai teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi 
umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan 
berlandaskan pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
yang berhubungan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor KMA/080/VIII/2006. 
c. Fungsi pengawasan, yaitu melangsungkan identifikasi yang terikat 
dalam pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, 
panitera pengganti, dan jurusita atau jurusita pengganti di bawah 
jajarannya agar peradilan tersebut dapat diselenggarakan dengan 
seksama dan sewajarnya berlandaskan pasal 53 ayat (1) dan (2) 
Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 dan terhadap pelaksanaan 
administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan berlandaskan 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006. 
d. Fungsi nasehat, yaitu mempertimbangkan dan menasehati mengenai 
hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila 
diminta. Berlandaskan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 
Tahun 2006.  
e. Fungsi administratif, yaitu mengadakan tata kelola peradilan yang 
meliputi sistem beserta proses persidangan, dan tata kelola umum 
yang meliputi ketenagakerjaan, keuangan, dan umum atau 
 

































perlengkapan berlandaskan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor KMA/080/ VIII/2006. 
f. Fungsi lainnya yaitu: 
1) Mengadakan komunikasi ketika melaksanakan kewajiban untuk 
hisab beserta rukyat dengan lembaga lain, seperti DEPAG, MUI, 
Ormas Islam dan lain-lain berlandaskan pasal 52 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006. 
2) Memberikan jasa pengarahan hukum, jasa riset atau pengkajian 
dan membantu akses yang lebih luas untuk masyarakat perihal 
transparansi informasi, selama hal itu tercantum dalam Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 
mengenai keterbukaan informasi di pengadilan. 
Berlandaskan tugas pokok beserta fungsi di atas, maka wilayah 
yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal yakni, sebagai berikut: 
 
 Seperti yang diketahui di atas kawasan kompetensi Pengadilan 
Agama Kendal Kelas l-A satu kesatuan dengan kawasan Kabupaten 
 

































Kendal, yakni berupa kurang lebih 19 (Sembilan belas) kecamatan dan 
kurang lebih  290 (dua ratus sembilan puluh) desa atau kelurahan.2 
Kemudian kawasan Kabupaten Kendal secara umum dibagi menjadi 
dua medan, yakni kawasan medan rendah yang berupa pesisir pantai dan 
kawasan medan tinggi yang berupa perbukitan. kawasan Kabupaten 
Kendal sebelah utara adalah kawasan medan rendah yang memiliki tinggi 
antara 0 sampai 11 meter di atas permukaan laut, sedangkan kawasan 
Kabupaten Kendal sebelah selatan adalah kawasan medan tinggi yang 
memiliki tinggi antara 11 sampai 2.580 meter di atas permukaan laut. 
Sehingga kawasan Kendal merupakan daerah yang didominasi oleh medan 
yang tinggi dan medan yang rendah pada setiap kawasannya yang 
meliputi kecamatan dan kelurahan. 
Berikut pemaparan kawasan Kabupaten Kendal yakni sebagaimana 
di bawah ini: 
Tabel 3.1 
Tabel Wilayah Pengadilan Agama Kendal 
NO KECAMATAN JUMLAH JUMLAH 






    
1 Kota Kendal 21 17 83 350 
                                                          
2 Pengadilan Agama Kendal, “Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Yurisdiksi”, http://www.pa-
kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/wilayah-yurisdiksi.html, “diakses” 14 
Desember 2020 
 



































    
2 Brangsong 13 45 75 259 
3 Kaliwungu 10 30 70 289 
4 Kaliwungu Selatan 9 59 59 254 
5 Patebon 18 78 84 419 
6 Cepiring 16 40 54 322 
7 Gemuh 17 51 77 313 
8 Pegandon 13 48 59 211 
9 Weleri 15 50 100 407 
10 Rowosari 15 71 85 346 
11 Kangkung 16 46 61 336 
12 Ringinarum 13 42 56 271 
13 Ngampel 13 43 54 220 
 
Kawasan 3 
    
14 Sukorejo 17 78 81 439 
15 Pageruyung 15 74 74 275 
16 Plantungan 13 56 60 249 
17 Patean 15 88 85 335 
18 Boja 17 91 106 433 
19 Singorojo 14 69 90 348 
 

































20 Limbangan 17 65 75 239 
Jumlah Total Kurang Lebih 297 1.141 1488 6.315 
Berlandaskan tabel di atas, data warga Kabupaten Kendal, 
berlandaskan keterangan final dari BPS yakni ± 953.00 penduduk, yang 
mencakup warga lelaki dengan jumlah 50,49 % dan warga wanita dengan 
jumlah 49,51 %.   
 

































3. Struktur Jabatan Pengadilan Agama Kendal3  Tabel 3.2 
                                                                    Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal  
                         -----------------------------------  -----------------------------------------------------------------------------                                                                                                      









                                                          
3 Pengadilan Agama Kendal, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal”, http://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/struktur-
organisasi.html, “diakses” 14 Desember 2020 
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B. Deskripsi Perkara Penetapan Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl 
1. Duduk Sengketa 
Pengadilan Agama Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang 
memeriksa dan mengadili sengketa h}ad}a>nah pada tingkat pertama telah 
menjatuhkan penetapan kepada, yang menggunakan nama samaran Dodi 
yang berumur 35 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai buruh lepas dan 
bertempat tinggal di Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, 
yang setelahnya dijuluki sebagai penggugat melawan dengan yang 
menggunakan nama samaran Anisa yang berumur 35 tahun, beragama 
Islam, dengan pekerjaan swasta dan berkediaman di Kecamatan Patean, 
Kabupaten Kendal, yang kemudian disebut sebagai tergugat.4 
Pengadilan Agama Kendal sudah mendalami dokumen sengketa 
dan segala catatan yang berkaitan dan berkenaan dengan sengketa tingkat 
satu tersebut. Seperti yang tersusun dalam penetapan Pengadilan Agama 
Kendal Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl almanak 04 Juli 2017, yang 
amarnya berbunyi antara lain, mengenai pengabulan gugatan penggugat 
dengan verstek karena tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan 
patut tidak datang, menetapkan anak yang lahir pada almanak 16 Agustus 
2012 berada di bawah h}ad}a>nah  penggugat dan memerintahkan kepada 
tergugat untuk merelakan anak itu untuk penggugat, serta melimpahkan 
terhadap penggugat untuk melunasi dana sengketa yang saat ini 
nominalnya Rp 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). 
                                                          
4 Salinan Putusan Nomor: 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl, 1. 
 

































Penggugat dalam catatan gugatannya almanak 02 Mei 2017 yang 
diregistrasikan di Pengadilan Agama Kendal, Nomor: 
0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl, telah melayangkan gugatan wewenang 
pengasuhan buah hati terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut: 
a. Pada almanak 06 Januari 2012 penggugat dan tergugat sudah 
melangsungkan pernikahannya secara sah dan pernikahan tersebut 
telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean, 
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah berlandaskan kutipan akta nikah 
Nomor: 003/03/I/2012 pada almanak 06 Januari 2012, namun dalam 
pernikahan tersebut telah terjadi perceraian berlandaskan penetapan 
Pengadilan Agama Kendal sebagaimana dalam kutipan akta cerai 
Nomor: 1142/AC/2015/PA/Kdl pada almanak 08 Juni 2015. 
b. Setelah menikah, penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak 
yang lahir pada almanak 16 Agustus 2012. Namun setelah bercerai, 
anak kandung tersebut tinggal, dirawat dan diasuh oleh penggugat  
bersama istri baru penggugat yang menikah pada almanak 07 Januari 
2016 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, 
Kabupaten Kendal sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor: 
0022/022/I/2016 pada almanak 07 Januari 2016. 
c. Ketika anak penggugat dan tergugat tinggal bersama penggugat dan 
istri barunya, sekitar bulan November 2016 tergugat tanpa ijin 
penggugat telah bertindak sepihak atau tanpa ijin telah membawa 
anak tersebut sampai sekarang. Di samping itu, melihat anak 
 

































penggugat dan tergugat yang belum dewasa, sehingga penggugat 
selaku ayahnya memandang perlu untuk mengajukan gugatan hak 
asuh atas anak tersebut. 
d. Tujuan penggugat mengajukan gugatan ini tidak lain untuk dapat 
mengurus atau mengasuh anak hasil perkawinan terdahulu agar dapat 
terjamin pendidikan serta segala kebutuhan jasmani anak serta adanya 
alasan lain, yakni karena tergugat sekarang bekerja di tempat 
prostitusi Sunan Kuning Kota Semarang, sehingga penggugat 
khawatir akan moral dan kejiwaan anak tersebut di masa depan. 
e. Dana sengketa yang timbul dari penyelesaian sengketa ini di 
bebankan kepada penggugat, karena merasa sanggup untuk melunasi 
seluruh dana tersebut. 
2. Tuntutan Penggugat 
a. Mengabulkan segala gugatan yang tercantum untuk seluruhnya. 
b. Menetapkan weewenang pengasuhan buah hati atau h}ad}a>nah yang 
lahir pada almanak 16 Agustus 2012 agar diberikan kepada penggugat 
selaku ayah kandungnya. 
c. Melimpahkan dana sengketa sesuai aturan yang berlaku.5 
3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kendal 
Sengketa ini ketika di persidangan di periksa oleh Majelis Hakim 
yang terdiri dari Drs. H. Sarmin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta 
Drs. Abdul Syukur AS dan Dr. Radi Yusuf, M.H., sebagai Hakim-Hakim 
                                                          
5 Salinan putusan Nomor: 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl, 2-3. 
 

































Anggota dan Anwar Faozi, S.H. selaku Panitera dan didatangi oleh 
penggugat tanpa datangnya tergugat. 
Pertimbangan Pengadilan Agama Kendal mengenai penetapan anak 
penggugat dan tergugat yang lahir almanak 16 Agustus 2012, seharusnya 
berada di bawah h}ad}a>nah atau pemeliharaan ibunya namun dalam 
pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas hak tersebut jatuh kepada 
ayahnya yang akan diuraikan di bawah ini. 
Berlandaskan keterangan penggugat, bahwa penggugat dan tergugat 
telah terbukti adalah pasangan yang sah yang resmi bercerai almanak 08 
Juni 2015 berlandaskan kutipan akta cerai Nomor: 1142/AC/2015/PA/Kdl 
dan selama dalam perkawinan telah mempunyai satu orang anak yang 
ketika itu berusia empat tahun dan sampai sekarang masih dibawa oleh 
tergugat serta tidak diketahui keberadaannya. 
Berlandaskan keterangan tersebut dan hasil pemeriksaan di 
persidangan juga beberapa bukti yang diajukan di persidangan oleh 
penggugat, Majelis dapat menjumpai fakta: 
a. Tergugat tidak pernah menghadiri sidang dan tidak pernah 
mengirimkan utusan maupun memberikan alasan-alasan yang sah 
menurut hukum. Dibuktikan dengan relaas panggilan Nomor 
0973/Pdt.G/2017/PA. Kdl, pada almanak 08 Mei 2017, 29 Mei 2017 
dan 16-19 Juni 2017, sehingga pengadilan dapat menjatuhkan 
penetapan dengan verstek sesuai ketentuan pasal 126 HIR. 
 

































b. Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendal agar anak 
yang dimaksud lahir pada almanak 16 Agustus 2012, hak asuhnya 
diberikan kepada penggugat agar terjamin pendidikan serta terpenuhi 
kebutuhan jasmaninya. Penggugat juga memberikan keterangan 
bahwa tergugat bekerja di tempat prostitusi sehingga penggugat 
khawatir akan rusaknya moral dan kejiwaan anak tersebut. 
c. Akibat tergugat tidak pernah datang dalam sidang, sehingga 
penggugat memberikan pembuktian dengan alat bukti surat untuk 
membenarkan dalil gugatannya yakni sebagai berikut: 
1) Alat bukti yang pertama yakni, kutipan akta kelahiran yang 
diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kendal, yang menjelaskan bahwa telah lahir seorang 
anak dari penggugat dan tergugat pada almanak 16 Agustus 2012. 
Kutipan tersebut merupakan akta otentik yang berkekuatan 
sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang serta 
membuktikan bahwa anak tersebut saat itu berusia empat tahun 
sebelas bulan. 
2) Alat bukti yang kedua yakni, kutipan akta cerai yang telah di 
terbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal pada almanak 8 
Juni 2015. Kutipan tersebut merupakan akta otentik yang 
berkekuatan sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwajib 
serta membuktikan jika penggugat dan tergugat telah resmi 
bercerai.  
 

































3) Alat bukti yang ketiga yakni, kartu keluarga yang merupakan akta 
otentik yang menjelaskan susunan keluarga penggugat dan 
tergugat. Serta sebagai pendukung alat bukti kedua yang 
menjelaskan bahwa anak tersebut adalah anak penggugat. 
4) Alat bukti yang keempat yakni, akta bawah tangan yang 
merupakan bukti yang menyerupai akta otentik, yakni 
berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Karena 
tidak hadirnya tergugat dianggap tidak menyangkal kebenaran 
akta tersebut.  Isi akta tersebut menjelaskan bahwa pernah terjadi 
kesepakatan antara penggugat dan tergugat yakni jika terjadi 
perceraian, hak memelihara anak jatuh kepada penggugat. 
d. Selain memberikan pembuktian melalui empat alat bukti di atas, 
penggugat juga mendatangkan tiga saksi yang masing-masing 
memberikan penjelasannya yaitu: 
1) Joko Laksono bin Sukarto 
2) Nur Rohmah binti Nur Khisan  
3) Subaidi bin Sayat 
Secara formil ketiga saksi keseluruhan tersebut telah memenuhi 
syarat, akan tetapi secara materil menurut Majelis Hakim saksi-saksi 
tersebut kesaksiannya tidak memenuhi syarat karena hanya satu yang 
berhubungan dengan alasan diajukannya hak asuh penggugat. 
 

































e. Anak penggugat dan tergugat yang saat itu berusia empat tahun 
sebelas bulan merupakan anak yang termasuk dalam golongan anak 
dalam keadaan belum mumayyiz sehingga, berlandaskan ketentuan  
Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum 
sampai pada mumayyiz yang berwenang untuk h}ad}a>nah adalah 
ibunya. Melainkan jika ibu tidak melengkapi kondisi sebagai 
pengasuh anak.  
f. Mengenai dalil penggugat yang memberikan keterangan bahwa 
tergugat bekerja di tempat prostitusi Sunan Kuning Kota Semarang 
yang dalil ini hanya dikuatkan oleh seorang saksi sehingga tidaklah 
terbukti, sehingga harusnya gugatan penggugat ditolak. Akan tetapi 
ditemukan fakta bahwa penggugat dan tergugat pernah membuat 
kesepakatan berlandaskan alat bukti keempat yang bilamana terjadi 
perceraian, hak asuh anak berada pada penggugat. Sehingga gugatan 
penggugat dapat dikabulkan. 
g. Berlandaskan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
sebagaimana digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 dan digantikan lagi kepada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009, maka dana sengketa ini dilimpahkan kepada penggugat. 
4. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal 
a. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak pernah 
hadir dalam persidangan. 
 

































b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, yakni dalam hal 
tergugat tidak hadir. 
c. Menetapkan anak yang dimaksud lahir pada almanak 16 Agustus 2012 
berada di bawah pemeliharaan penggugat. 
d. Memerintahkan tergugat agar merelakan anak yang dimaksud kepada 
penggugat.6 
e. Melimpahkan kepada penggugat untuk melunasi dana sengketa yang 
kini nominalnya Rp 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu 
rupiah). 
  
                                                          
6 Salinan Putusan Nomor: 0973/Pdt.G/2017/PA.Kdl, 8-13. 
 


































ANALISIS HAK H}AD}A>NAH  ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA 
AYAHNYA BERDASARKAN PERJANJIAN PRA-NIKAH PENETAPAN 
NOMOR 0973/Pdt.G/2017/PA.KDL 
 
A. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap H}ad}a>nah  Anak di Bawah Umur kepada 
Ayahnya Berdasarkan Perjanjian Pra-Nikah Penetapan Nomor 
0973/Pdt.G/2017/PA.KDL 
Berlandaskan uraian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa 
kasus penelitian di sini yakni mengenai h}ad}a>nah anak di bawah umur yang 
jatuh pada ayahnya dan merupakan penetapan verstek yakni karena 
ketidakhadiran tergugat sebagai ibunya. Penggugat mengajukan gugatan hak 
asuh anak ke Pengadilan Agama Kendal agar Majelis Hakim menetapkan 
h}ad}a>nah anak di bawah umur yang sebelumnya anak tersebut telah dibawa 
tanpa sepengetahuannya. Sehingga menjadi muasal atau alasan penggugat 
dalam mengajukan gugatan kepada tergugat agar hak asuh atas anaknya 
diberikan kepadanya berlandaskan bukti kesepakatan yang telah mereka buat 
almanak 13 Oktober 2014  mengenai hak asuh anak yang berada pada 
penggugat setelah mereka bercerai. Akan tetapi yang menjadi dalil gugatan 
adalah karena tergugat bekerja di tempat prostitusi Sunan Kuning Kota 
Semarang sehingga penggugat khawatir atas keadaan moral dan kejiwaan 
anak mereka. 
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal telah memutus untuk anak 
yang dimaksud yang lahir almanak 16 Agustus 2012 yang pada penetapan 
 

































hakim saat itu masih berumur empat tahun sebelas bulan, bahwa hak 
asuhnya berada pada ayahnya. 
Sebelum memberikan pandangan lebih lanjut mengenai kasus ini, 
Majelis Hakim Pengadilan Kendal lebih dulu telah mendefinisikan bahwa 
pengertian h}ad}a>nah sendiri ialah aktifitas mengasuh, memelihara, dan 
mendidik buah hati sampai dewasa atau sanggup memikul tanggung 
jawabnya. 
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal 
telah mempertimbangkan dengan berlandaskan pasal 156 huruf (a) 
Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya sebagai berikut: “Dalam hal akibat 
putusnya perkawinan karena perceraian ialah: anak yang belum mumayyiz 
berhak mendapatkan h}ad}a>nah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah 
meninggal dunia,…..”.1 Tapi bila di dalam perkawinan sebelumnya telah 
terjadi suatu perjanjian perkawinan serta hal tersebut telah dibuktikan 
dengan benar adanya akta perjanjian tersebut, yang berisi bilamana terjadi 
perceraian di antara mereka, maka hak asuh anak menjadi milik mantan 
suami selaku penggugat. Sehingga Majelis Hakim di sini, mempunyai 
pertimbangan lain dalam memutus. Karena hal tersebut juga merupakan 
untuk kepentingan dan kebaikan anak. 
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal menilai mengenai berbagai 
dugaan yang merujuk kepada tergugat seperti, membawa kabur anak yang 
berada pada asuhan penggugat, tidak pernah menghadiri persidangan dengan 
                                                          
1 Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Perceraian. 
 

































alasan yang sah, dan bekerja di tempat prostitusi Sunan Kuning Kota 
Semarang meski hal itu hanya sebatas dugaan yang hanya dikuatkan oleh 
seorang saksi, namun hal itu tidak terbukti di dalam persidangan. Akan 
tetapi menjadi bukti yang kuat adalah karena akta perjanjian yang di 
dalamnya berisi kesepakatan antara penggugat dan tergugat yang 
berkekuatan seperti akta otentik, yakni berkekuatan pembuktian sempurna 
dan mengikat. Keadaan tersebut disebabkan ketidakhadiran tergugat 
dianggap tidak menyangkal kebenaran perjanjian tersebut, sehingga 
dianggap telah diakui oleh tergugat.2 
Dengan adanya alasan-alasan yang telah dipaparkan oleh penggugat, 
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal menentukan untuk menyerahkan 
wewenang h}ad}a>nah anak yang dimaksud yang lahir almanak 16 Agustus 12 
dan saat itu berumur empat tahun sebelas bulan tersebut kepada pihak 
penggugat selaku ayah kandungnya dengan penetapan secara verstek karena 
tergugat selaku ibu kandungnya tidak pernah menghadiri tahapan 
persidangan tanpa alasan yang jelas sedangkan tergugat telah dipanggil 
secara patut. keadaan tersebut juga sangat menguatkan dalil-dalil penggugat 
yang disertai dengan menyertakan bukti, baik dari alat bukti surat-surat dan 
saksi-saksi yang ditunjuk, namun pembuktian dari tiga orang saksi 
keseluruhan secara materil belum memenuhi syarat karena menurut Majelis 
Hakim, kesaksian mereka dianggap tidak ada yang berhubungan dengan 
alasan diajukannya gugatan penggugat kecuali satu saksi. Itupun kesaksian 
                                                          
2 Salinan Putusan Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.KDL, 11. 
 

































dari seorang saksi tersebut tanpa dikuatkan oleh saksi lain, hal ini juga 
tercantum dalam pasal 169 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang 
bunyinya sebagai berikut: “Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak 
ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya”.3 
Berlandaskan hal tersebut maka, kesaksian seseorang mengenai pekerjaan 
tergugat di Sunan Kuning Kota Semarang dianggap tidak terbukti. Keadaan 
ini juga sangat menjadi pertimbangan yang harusnya gugatan tersebut 
ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal. 
Majelis Hakim Agama Kendal dalam menetapkan sengketa ini merujuk 
kepada bukti perjanjian akta bawah tangan yang berkekuatan seperti akta 
otentik, meskipun penetapan Majelis Hakim Agama Kendal tersebut 
bertolakbelakang dengan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang 
notabennya anak yang masih di bawah umur atau belum mumayyiz harus 
ikut ibunya jika terjadi perceraian. Mengenai akta perjanjian yang 
merupakan akta bawah tangan, berlandaskan pasal 165 Herzien Inlandsch 
Reglement (HIR) bahwa akta bawah tangan yaitu catatan yang 
ditandatangani dan disusun tidak menggunakan perantara pegawai umum 
serta mempunyai kekuatan seperti akta otentik jika diakui oleh kedua pihak 
sehingga dapat dijadikan alat bukti.4 Berkenaan dengan kasus ini maka dapat 
dibenarkan bila penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal 
menjatuhkan hak h}ad}a>nah berada pada ayahnya. 
 
                                                          
3 Pasal 169 Herzien Inlandsch Reglement Tentang Alat Bukti Saksi.  
4 Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement Tentang Alat Bukti Surat. 
 

































B. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan 
Perkara Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.KDL 
Berlandaskan keterangan telah kita ketahui apabila melihat dalam 
hukum positif, masalah h}ad}a>nah ini tak bisa lepas dari Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Yang di dalamnya juga 
tercantum pada pasal 41, yaitu: “Akibat putusnya perkawinan karena 
perceraian adalah: 
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berlandaskan kepentingan anak, bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi 
keputusan (a). 
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua nafkah pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 
kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat 
menentukan bahwa ibu ikut memikul nafkah tersebut (b) 
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 
nafkah penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 
istri (c)”.5 
Berlandaskan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal 
dampak perpisahan ini tidak dijelaskan secara detail masalah h}ad}a>nah itu 
sendiri. Hanya tanggung jawab orangtua terhadap anak atas pemeliharaan 
dan pendidikan. Namun berlandaskan poin (a) yang tercantum bahwa: 
                                                          
5 Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Akibat Perceraian. 
 

































“…..bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan 
memberikan penetapan”. Hal ini menjadi dasar setiap keluarga yang di 
dalamnya terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, sehingga pasal ini 
dapat menjadi salah satu pedoman untuk melaporkan mengenai 
permasalahan mereka. Lalu berlandaskan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak yang berbunyi: ” 
1. Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 
minatnya dan, 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.6 
Pasal di atas juga hanya menjelaskan, bahwasannya untuk h}ad}a>nah   
sendiri hanya sebatas tanggung jawab orangtua atas pemeliharaan 
pendidikan dan juga perlindungan terhadap anak, tidak dijelaskan secara 
rinci pula mengenai masalah hak pemeliharaan anak yang sebenarnya. 
Selanjutnya mengenai perjanjian perkawinan yang tercantum pada pasal 45 
Kompilasi Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan yang 
kandungannya sebagai berikut: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan 
perjanjian perkawinan dalam bentuk: 
1. Taklik talak dan, 
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.7 
                                                          
6 Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
7 Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan 
 

































Berlandaskan penjelasan pasal di atas bahwasannya untuk perjanjian 
perkawinan atau disebut juga perjanjian pra-nikah yang dijelaskan hanya 
sebatas mengenai pengertian dari bentuk-bentuk perjanjian perkawinan 
begitupun di pasal selanjutnya juga hanya dijelaskan mengenai perjanjian 
perkawinan terhadap harta serta pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. 
Sehingga dapat disimpulkan, bahwa belum ada penjelasan lebih lanjut 
mengenai suatu perjanjian perakawinan terhadap hak asuh anak yang 
dijadikan bukti di dalam persidangan. Begitu pula dalam pasal 29 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perjanjian perkawinan yang 
bunyinya sebagai berikut:” 
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas 
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan 
oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga 
terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut. 
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas 
hukum, agama, dan kesusilaan. 
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, 
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan 
perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.8 
Berlandaskan pasal di atas juga seperti sebelumnya yang hanya sebatas 
menjelaskan ketentuan-ketentuan pembuatan suatu akta perjanjian 
                                                          
8 Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan. 
 

































perkawinan saja, tanpa menjelaskan mengenai suatu perjanjian perkawinan 
yang menjadi bukti dalam persidangan dan memiliki kekuatan alat bukti. 
Bila kita kembali pada pembahasan h}ad}a>nah yang disusun atas pasal 
156 Kompilasi Hukum Islam mengenai h}ad}a>nah yang menjelaskan bahwa 
hak asuh  terhadap anak di bawah umur adalah hak ibunya. Namun pada 
kasus yang dipaparkan pada bab sebelumnya yakni hak asuh kepada ayahnya, 
yang disebabkan karena dalam gugatannya melampirkan surat perjanjian 
perkawinan bawah tangan yang isinya, bilamana terjadi perceraian maka hak 
asuh atas anak mereka yang lahir 16 Agustus 2012 menjadi hak asuh 
ayahnya selaku penggugat. Keadaan ini juga dikuatkan oleh pasal 165 
Herzien Inlandsch Reglement (HIR) bahwa alat bukti akta bawah tangan 
memiliki kekuatan seperti akta otentik yang dalam konteksnya tergugat 
dianggap mengakui kebenaran akta tersebut.  
Menurut peneliti, penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal 
Nomor 0973/Pdt.G/2017/PA.KDL sudah sesuai, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di atas telah dikesampingkan oleh 
pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang hukum mengenai hak 
asuh anak (h}ad}a>nah) dalam persidangan Nomor Sengketa 
0973/Pdt.G/2017/PA.KDL telah dikesampingkan oleh bukti yang 
kekuatannya seperti akta otentik yaitu akta perjanjian perkawinan mengenai 
h}ad}a>nah. Tergugat juga tidak pernah datang ke persidangan untuk 
memberikan klarifikasi atas apa yang disampaikan oleh penggugat termasuk 
 

































bukti akta perjanjian perkawinan. Sehingga sengketa ini bisa disebut 
sengketa verstek.  
 




































Berlandaskan pemaparan yang sudah disampaikan, maka hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan yakni: 
1. Pendapat hakim yang memberikan penetapan untuk menyerahkan hak 
asuh buah hati yang di bawah umur kepada ayah, karena ayah di sini telah 
mampu membuktikan di persidangan dengan alat bukti berupa akta 
perjanjian perkawinan yang dibuat pada almanak 13 Oktober 2014 
sebelum mereka bercerai, antara Penggugat dan Tergugat yang isinya 
berupa suatu kesepakatan manakala terjadi putusnya ikatan di antara 
mereka maka hak asuh buah hati mereka yang lahir almanak 16 Agustus 
2012, sehingga tergugat selaku ibu kandungnya dianggap tidak layak 
untuk memlihara anaknya. Hakim pengadilan dalam mempertimbangkan 
sengketa h}ad}a>nah anak di bawah umur tersebut, di samping menggunakan 
undang-undang sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan atas sengketa 
h}ad}a>nah ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan berlandaskan bukti-
bukti dari pengakuan para pihak. 
2. Secara yuridis, perjanjian perkawinan yang menjadi alat bukti dalam 
persidangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai 
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bolehnya 
suatu perjanjian perkawinan yang tidak melanggar hukum yang berlaku 
serta berlandaskan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menyatakan 
 

































akta perjanjian perakawina bawah tangan tersebut berkekuatan seperti 
akta otentik di dalam persidangan. Kemudian, pemeliharaan anak yang 
diasuh ayahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
mengenai perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai 
perlindungan anak, dan Kompilasi Hukum Islam terkait pemeliharaan 
anak yang belum mumayyiz setelah perceraian terdapat dalam pasal 156 
Kompilasi Hukum Islam huruf (a) mengenai hak asuh kepada ibunya, 
namun dalam kasus di atas, penetapan Majelis Hakim memberikan 
h}ad}a>nah anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya. Sehingga dalam 
konteks ini penggugat selaku ayahnya berhak mendapatkan hak h}ad}a>nah 
anaknya berlandaskan bukti perjanjian perkawinan yang menjadi dasar 
penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal. 
B. Saran 
Berlandaskan penjelasan dan hasil penelitian pada bab-bab 
sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bila terjadi perjanjian perkawinan dalam hubungan suami dan istri, 
hendaknya dipertimbangkan matang-matang isi dari perjanjian tersebut. 
jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan maka hal tersebut telah 
menjadi konsekuensi akibat terjadinya perjanjian tersebut. Ketika sudah 
terlanjur terjadi, agar permasalahan mengenai akta perjanjian perkawinan 
mengenai siapa yang berhak mengasuh anak yang dimaksud tersebut, 
dapat diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Akan tetapi kalau 
kejadiannya sudah sampai mengambil anak tersebut secara diam-diam 
 

































dan sampai sekarang tidak diketahui, maka sudah benar ketika melangkah 
ke jalur hukum yakni mengajukan gugatan ke pengadilan agar nantinya 
hakim dapat memberikan penetapan berlandaskan pertimbangan-
pertimbangan demi kemaslahatan bersama. 
2. Walaupun dalam peraturan perundang-undangan terkait h}ad}a>nah anak 
telah diatur, hakim juga mempunyai pertimbangan penetapan melalui 
fakta-fakta dan alat bukti yang ada dalam persidangan. Tentu dalam 
pertimbangannya, hakim harus memutus berlandaskan rasa keadilan dan 
kemaslahatan. 
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